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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Menimbang

REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk penyempurnaan rancangan awal Rencana
Kerja Pemerintah Tahun 2018 telah dilakukan koordinasi
yang meliputi pertemuan antarinstansi pusat, antara
pusat dengan daerah, dan pemangku kepentingan serta
pertemuan tiga pihak antara Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, dan
menteri/pimpinan lembaga;

bahwa sesuai dengan Pasal 176 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 42 Tahun 2014, Rancangan Rencana Kerja
Pemerintah disusun oleh Pemerintah untuk dibahas dan

disepakati bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat;
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Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf b, Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional menetapkan rancangan Rencana
Kerja  Pemerintah  berdasarkan hasil koordinasi
sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional tentang Rancangan Rencana

Kerja Pemerintah Tahun 2018;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4664);

Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5178);

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perencanaan Pembangunan  Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 112);

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2015 Nomor 113)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL TENTANG RANCANGAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH TAHUN 2018.

(1)

Pasal 1
Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018, yang
selanjutnya disebut Rancangan RKP Tahun 2018 adalah
dokumen rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah

Tahun 2018 yang telah disempurnakan oleh Kementerian
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(2)

(1)

(2)

Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional berdasarkan:

a. pertemuan antarinstansi pusat, antara pusat dengan
daerah, serta pemangku kepentingan; dan
b. pertemuan tiga pihak antara Menteri Perencanaan

Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, dan
menteri/pimpinan lembaga dalam rangka
penelaahan rancangan Rencana Kerja

Kementerian/Lembaga.

Rancangan RKP 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), memuat:

a.

€.

Rancangan Kerangka Ekonomi Makro yang
mencakup gambaran perekonomian secara
menyeluruh termasuk Arah Kebijakan Fiskal, Arah
Pengembangan Wilayah, dan Kerangka Pendanaan;
Tema, Strategi dan Sasaran Pembangunan;

Prioritas Pembangunan Nasional, meliputi sasaran
dan arah kebijakan Prioritas Nasional, Program
Prioritas dan Kegiatan Prioritas;

Pembangunan Bidang, meliputi sasaran dan arah
kebijakan Program K/L; dan

Kerangka Kelembagaan dan Kerangka Regulasi,

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Rancangan RKP Tahun 2018 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 digunakan sebagai bahan Pembicaraan
Pendahuluan rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara oleh menteri/pimpinan lembaga, dan
pimpinan instansi terkait dengan Dewan Perwakilan
Rakyat.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bersama
Menteri Keuangan mengoordinasikan

menteri/pimpinan lembaga, dan pimpinan instansi
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terkait untuk Pembicaraan Pendahuluan rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3

(1) Menteri/pimpinan lembaga, dan pimpinan instansi
terkait melaporkan hasil pembahasan rancangan RKP
2018 dalam Pembicaraan Pendahuluan rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

(2) Hasil pembahasan rancangan RKP 2018 dalam
Pembicaraan Pendahuluan rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai salah
satu bahan penyusunan rancangan Akhir Rencana
Kerja Pemerintah Tahun 2018, yang selanjutnya
menjadi Rancangan Peraturan Presiden tentang
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018.

(3) Terhadap hasil pembahasan Rancangan RKP 2018
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun pagu
anggaran yang akan ditetapkan dalam Surat Edaran
Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional untuk digunakan sebagai
acuan menteri/pimpinan lembaga, dan pimpinan
instansi terkait dalam menyusun Rencana Kerja
Kementerian/Lembaga (Renja KL)/Rencana Kerja dan

Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA KL).

Pasal 4
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 2017

MENTERI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 2017
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018 merupakan penjabaran tahun keempat
pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) No. 2/2015 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang memuat sasaran, arah kebijakan,
dan strategi pembangunan. Penyusunan RKP merupakan upaya menjaga kesinambungan
pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan terutama oleh Pemerintah,
dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif,
transparan, dan akuntabel untuk mewujudkan visi misi Presiden Republik Indonesia.
Dokumen RKP 2018 disusun dengan tema “Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk
Pertumbuhan dan Pemerataan”.

Penyusunan RKP 2018 dengan prinsip money follows program menggunakan pendekatan
Holistik-Tematik, Integratif, dan Spasial dengan penajaman substansi perencanaan dan
penganggaran yang terintegrasi. Pendekatan tersebut dilakukan dalam rangka
mengupayakan integrasi substansi (hulu-hilir/holistik); integrasi spasial (keterkaitan
kegiatan dalam suatu lokasi); pembagian kewenangan (kerangka regulasi) antar
Kementerian/Lembaga (K/L), provinsi, kabupaten/kota; dan pembagian sumber
pendanaan (kerangka pendanaan) K/L, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),
Dana Alokasi Khusus (DAK), pembiayaan investasi, dan Kerja Sama Pemerintah dengan
Badan Usaha (KPBU), serta upaya pemanfaatan Pembiayaan Investasi Non APBN (PINA).

Pada penyusunan RKP 2018 penajaman dilakukan terhadap Prioritas Nasional (PN) dan
Program Prioritas (PP), yang semula 23 PN dan 88 PP pada RKP 2017 menjadi 10 PN dan
30 PP. Penajaman PN dan PP merupakan sebuah terobosan dalam upaya memperkuat RKP
2018, dan menjadi kunci untuk mengintegrasikan pembangunan antarK/L dan daerah.
Pelaksanaan rencana pada RKP 2018 mengacu pada pengarusutamaan pembangunan
berkelanjutan, tatakelola pemerintahan yang baik, gender, dan anti narkoba; kerangka
kelembagaan dan regulasi; serta norma-norma pembangunan.

Selanjutnya, RKP 2018 menjabarkan lebih rinci PN ke dalam PP, Kegiatan Prioritas (KP),
dan Proyek Prioritas Nasional (ProPN). Penjabaran PN dilakukan untuk menjaga
kesinambungan antara dokumen perencanaan dan penganggaran, dan menjadi upaya
pengendalian pencapaian sasaran PN.

Sesuai amanat Undang-Undang (UU) No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN), RKP 2018 memuat prioritas pembangunan; rancangan
kerangka ekonomi makro; program-program K/L, lintas K/L, dan lintas wilayah; kerangka
regulasi, dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

1.2 Tujuan

Rencana Kerja Pemerintah 2018 disusun sebagai pedoman pelaksanaan bagi Pemerintah
Pusat dan Daerah dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana yang tercantum
dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada
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Pemerintah Pusat, RKP 2018 digunakan sebagai pedoman bagi K/L pada saat
menjabarkan ProPN ke dalam Rencana Kerja (Renja) K/L 2018, yang kemudian diuraikan
dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L 2018, untuk selanjutnya dituangkan dalam
Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RUU APBN) 2018.
Selanjutnya, pada Pemerintah Daerah, RKP 2018 digunakan sebagai pedoman dalam
menyusun RKP Daerah (RKPD) 2018 dalam lingkup PN, yang kemudian dituangkan dalam
rancangan peraturan daerah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2018.

1.3 Sistematika

Sistematika penulisan RKP 2018 adalah sebagai berikut:
BAB1 PENDAHULUAN yang memuat latar belakang, tujuan, dan sistematika.

BAB2 KERANGKA EKONOMI MAKRO, ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH, DAN
PENDANAAN PEMBANGUNAN yang memuat rancangan kerangka ekonomi makro
dan arah kebijakan dan strategi pembangunan untuk faktor-faktor pendorong
kemajuan ekonomi, sasaran dan arahan kebijakan pengembangan wilayah, dan
kerangka pendanaan.

BAB3 TEMA DAN SASARAN PEMBANGUNAN yang memuat agenda prioritas
pembangunan yang dilengkapi dengan sasaran utama pembangunan.

BAB4 PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL yang memuat sasaran dan arah kebijakan
prioritas nasional, program prioritas dan kegiatan prioritas.

BAB5 PEMBANGUNAN BIDANG yang memuat sasaran dan arah kebijakan program K/L.
BAB 6 KAIDAH PELAKSANAAN yang memuat kerangka kelembagaan dan regulasi.
BAB 7 PENUTUP.
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BAB 2
KERANGKA EKONOMI MAKRO, ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH
DAN PENDANAAN PEMBANGUNAN

2.1 Kerangka Ekonomi Makro
2.1.1 Perkembangan Ekonomi Terkini

2.1.1.1 Perekonomian Global

Ekspansi perekonomian global pada tahun 2016 diperkirakan sebesar 3,1 persen, lebih
lambat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 3,4 persen. Masih lambatnya proses
pemulihan ekonomi global juga tercermin dari pertumbuhan volume perdagangan
internasional yang cenderung melambat. Kinerja perekonomian global yang masih belum
pulih ini disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan ekonomi di beberapa negara utama,
seperti: AS, kawasan Eropa, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), dan Jepang Proses
penyeimbangan ekonomi(economic rebalancing) yang terjadi di RRT, ketidakpastian
ekonomi pasca keputusan Inggris keluar dari Uni Eropa (Brexit), ketidakpastian pemilihan
Presiden Amerika Serikat, dan permintaan global yang masih rendah adalah beberapa
faktor penyebab melambatnya pertumbuhan ekonomi di negara-negara utama.

GAMBAR 2.1
PERTUMBUHAN EKONOMI DUNIA

41

Dunia Negara Maju Negara Berkembang

m2015 m2016 2017

Sumber: WEO IMF April 2017

Di tahun 2017, perekonomian global diperkirakan akan tumbuh lebih baik, dengan laju
sebesar 3,5 persen. Penggerak pertumbuhan ekonomi global ini terutama berasal dari
negara-negara berkembang yang diperkirakan tumbuh sebesar 4,5 persen, lebih baik dari
tahun 2016 yang hanya mencapai 4,1 persen. Pemulihan ekonomi diperkirakan juga akan
terjadi di negara maju, yang didorong oleh ekspektasi kebijakan yang lebih pro terhadap
pertumbuhan ekonomi di AS dan dampak Brexit yang relatif kecil terhadap perekonomian
kawasan Eropa. Perbaikan aktivitas perekonomian global ini diperkirakan akan
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mendorong peningkatan volume perdagangan dunia, sehingga volume perdagangan dunia
diperkirakan akan tumbuh lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi global, yaitu sekitar
3,8 persen di tahun 2017.

GAMBAR 2.2 GAMBAR 2.3
PERTUMBUHAN EKONOMI NEGARA MAJU PERTUMBUHAN EKONOMI NEGARA BERKEMBANG
TAHUN 2015-2017 TAHUN 2015-2017

Amerika Serikat Jepang Kawasan Eropa RRT Brazil India Rusia  ASEAN-5
= A
£ o ¥ QO wWwO
— -, R A&
2015 m2016 w2017 H2015 m2016 = 2017

Sumber: WEO IMF April 2017, lembaga statistik masing-masing negara

Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Indikator terkini ekonomi menunjukkan turunnya
risiko “hard-landing” dari perekonomian RRT, seiring dengan kebijakan stimulus yang
dilaksanakan oleh pemerintah RRT. Pada triwulan I tahun 2017, pertumbuhan ekonomi
RRT mampu tumbuh 6,9 persen, lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonominya
pada tahun 2016 sebesar 6,7 persen. Peningkatan pertumbuhan ekonomi RRT didorong
oleh peningkatan aktivitas di sektor industri seiring dengan perbaikan ekspor dan
peningkatan aktivitas di sektor properti seiring dengan masih tingginya laju pertumbuhan
kredit ke sektor ini. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga RRT juga masih kuat, 6,8
persen YoY, didukung oleh kondisi tingkat upah riil dan pasar tenaga kerja yang baik, serta
masih tingginya pengeluaran pemerintah. Namun, tingginya tingkat utang, terutama utang
perusahaan, dan ekspansi kredit yang masih cukup cepat, masih menjadi risiko yang dapat
mendorong perlambatan pertumbuhan ekonomi di sisa tahun 2017. Pemerintah dan bank
sentral RRT diperkirakan akan menerapkan kebijakan makroekonomi yang lebih ketat
untuk mengurangi risiko tersebut. Beberapa indikator mulai menunjukkan tanda-tanda
pengetatan tersebut, di antaranya terlihat dari harga properti yang mulai menurun.
Efeknya terhadap perekonomian juga mulai terlihat pada bulan April 2017 yang
menunjukkan pelemahan ekspor dan impor, serta penurunan aktivitas di sektor
manufaktur dan jasa. Di akhir tahun 2017, pertumbuhan ekonomi China diperkirakan
melambat menjadi 6,6 persen.
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Amerika Serikat (AS). Ketidakpastian implementasi kebijakan pemerintahan baru di
bawah Presiden Trump masih menjadi risiko terbesar bagi perekonomian AS. Kebijakan
Presiden Trump yang lebih pro terhadap pertumbuhan ekonomi, antara lain pemotongan
pajak perusahaan, deregulasi bisnis, dan peningkatan belanja infrastruktur mendorong
optimisme terhadap kondisi ekonomi AS. Namun, kepastian mengenai kapan dan
bagaimana kebijakan tersebut akan diimplementasikan masih menjadi pertanyaan.

Pertumbuhan ekonomi AS pada triwulan I tahun 2017 tercatat hanya sebesar 0,7 persen
(seasonally annualized, SA), terendah dalam tiga tahun terakhir. Perlambatan tersebut
disebabkan salah satunya oleh pengeluaran konsumen yang relatif lemah. Namun,
perekonomian AS diperkirakan akan membaik di triwulan-triwulan berikutnya. Data
pasar tenaga kerja yang kuat, meningkatnya pendapatan masyarakat, dan relatif
membaiknya sentimen bisnis diperkirakan akan mendorong pertumbuhan ekonomi AS
menjadi 2,3 persen pada tahun 2017.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi AS, kenaikan tingkat inflasi dan turunnya tingkat
pengangguran pada rentang target bank sentral, the Fed diperkirakan akan mempercepat
proses normalisasi kebijakan moneter AS. Setelah kenaikan Fed Fund Rate (FFR) di bulan
Maret, the Fed diperkirakan akan kembali menaikkan FFR minimal dua kali pada tahun
2017. The Fed diperkirakan juga akan memulai normalisasi neraca keuangannya pada
tahun 2018.

Kekhawatiran akan kebijakan pemerintahan baru AS yang lebih menutup diri terhadap
perdagangan internasional dan tren penurunan produktivitas tenaga kerja adalah
beberapa risiko yang dapat menghambat percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi
di AS dalam jangka menengah.

Kawasan Eropa. Terlepas dari keputusan Inggris untuk keluar dari Uni Eropa (Brexit),
aktivitas ekonomi di negara-negara kawasan Eropa menunjukkan tanda-tanda positif.
Beberapa indikator kawasan Eropa menunjukkan sentimen positif, seperti: sentimen
bisnis yang tetap kuat, naiknya inflasi dengan tingkat tertinggi dalam empat tahun
terakhir, serta tingkat pengangguran yang turun di bawah satu digit. Kebijakan stimulus,
salah satunya kebijakan quantitave easing yang diterapkan oleh bank sentral Eropa,
merupakan faktor pendorong perbaikan perekonomian negara-negara kawasan Eropa.

Pertumbuhan ekonomi triwulan I tahun 2017 sebesar 1,7 persen (YoY) merupakan awal
yang baik bagi perekonomian kawasan Eropa, salah satunya didorong oleh pertumbuhan
ekonomi Jerman yang menguat di triwulan 1 2017, sebesar 1,7 persen (YoY). Ke depan,
perbaikan permintaan global diperkirakan akan meningkatkan ekspor dan investasi.
Selain itu, hasil pemilihan umum di Belanda dan Prancis memberikan potensi prospek
yang lebih baik bagi perekonomian kawasan Eropa. Proses kelanjutan negosiasi Brexit
masih menjadi salah satu risiko bagi perekonomian kawasan Eropa. Pertumbuhan
ekonomi kawasan Eropa diperkirakan akan tumbuh 1,7 persen pada tahun 2017.

Jepang. Kebijakan “abenomics” hingga saat ini belum memberikan dampak positif
sebagaimana diinginkan. Di satu sisi, relaksasi kebijakan moneter dan stimulus fiskal yang
dilakukan pemerintah berdampak pada peningkatan investasi di sektor perumahan.
Namun di sisi lain, kenaikan harga dan peningkatan pajak penjualan berdampak terhadap
perlambatan konsumsi rumah tangga. Perubahan positif terjadi di sektor manufaktur dan
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ekspor yang menunjukkan tanda-tanda pemulihan, seiring dengan perbaikan di
perekonomian global, mulai naiknya harga komoditas, dan depresiasi Yen terhadap dolar
AS. Ekspor masih merupakan kontributor bagi pertumbuhan ekonomi Jepang, sehingga
pada tahun 2016 masih dapat tumbuh sebesar 1,0 persen.

Untuk tahun 2017, permintaan global yang membaik dan lemahnya Yen masih menjadi
faktor utama yang akan meningkatkan ekspor. Kebijakan moneter dan fiskal yang longgar
diperkirakan akan berlanjut (di antaranya melalui peningkatan belanja infrastruktur dan
bantuan tunai kepada masyarakat) dan meningkatkan permintaan domestik. Namun
Jepang masih dihadapkan pada beberapa risiko, di antaranya kebijakan proteksionisme AS
dan masih stagnannya pertumbuhan upah. Pertumbuhan ekonomi Jepang diperkirakan
mencapai sebesar 1,2 persen pada tahun 2017.

Negara lainnya. Perekonomian India pada tahun 2016 tercatat tumbuh sebesar 7 persen
sepanjang tahun 2016, walaupun banyak pihak yang masih meragukan angka statistik
tersebut. Kebijakan demonetisasi yang diperkirakan akan berdampak negatif cukup besar
terhadap konsumsi ternyata tidak berpengaruh terhadap realisasi pertumbuhan
konsumsi. Indikator lain menunjukkan tumbuhnya industri manufaktur ketika investasi
turun dan kredit ke sektor tersebut mengalami penurunan. Ekonomi India pada tahun
2017 diperkirakan lebih baik dengan laju pertumbuhan pada kisaran 7,2 persen.

GAMBAR 2.4
PERKEMBANGAN HARGA KOMODITAS GLOBAL
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Sumber: World Bank

Harga komoditas. Perbaikan perekonomian global mulai memberikan dampak terhadap
kenaikan harga komoditas. Harga minyak dunia meningkat seiring dengan keputusan
negara OPEC dan Non-OPEC untuk mengurangi produksi minyak dunia. Namun kenaikan
tersebut diperkirakan akan cenderung melambat seiring dengan masih tingginya suplai
minyak dunia, terutama karena masih besarnya suplai minyak dari AS. Perkembangan
harga minyak ke depan tergantung pada kelanjutan kesepakatan pengurangan produksi
minyak dunia negara OPEC yang akan berakhir pertengahan tahun 2017.

Sementara itu, harga batu bara meningkat cukup tajam didorong oleh peningkatan
permintaan dan turunnya produksi batu bara RRT karena kebijakan pemerintah RRT
mengurangi kapasitas produksinya. Namun, harga batu bara kembali menurun di sekitar
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angka USD80 per metrik ton karena adanya relaksasi kebijakan pembatasan produksi batu
bara RRT. Harga batu bara dunia sangat dipengaruhi oleh kondisi permintaan batu bara
dari RRT (konsumsi RRT>50% konsumsi dunia). Selanjutnya, peningkatan permintaan
RRT karena adanya stimulus pemerintah dan ekspektasi realisasi belanja infrastruktur
pemerintahan baru AS juga mendorong kenaikan harga logam di pasar internasional.

Ke depan, jika dibandingkan dengan akhir tahun 2016 dan awal tahun 2017, harga
komoditas batubara diperkirakan cenderung stagnan, karena RRT diperkirakan akan
mengelola jumlah produksi batubaranya untuk menjaga harga stabil. Namun demikian,
harga di tahun 2017 diperkirakan pada rentang yang masih relatif lebih tinggi
dibandingkan tahun sebelumnya.

2.1.1.2 Perekonomian Domestik
Pertumbuhan Ekonomi

Sejalan dengan pemulihan perekonomian global yang masih terbatas, pertumbuhan
ekonomi domestik naik menjadi 5,0 persen pada tahun 2016, dari sebelumnya sebesar 4,9
persen di tahun 2015. Kenaikan pertumbuhan ekonomi didorong oleh konsumsi rumah
tangga yang tumbuh stabil dan perbaikan kinerja ekspor. Inflasi yang rendah dan stabil
mampu menjaga pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada tingkat 5,0 persen.
Sementara itu, kinerja ekspor nonmigas secara nominal yang mulai membaik sejak
pertengahan kedua tahun 2016 didorong oleh naiknya harga komoditas ekspor utama
Indonesia, seperti batubara, karet, dan minyak kelapa sawit. Secara riil, ekspor mengalami
kontraksi sebesar 1,7 persen, tetapi penurunan ekspor tidak sedalam tahun sebelumnya
sebesar 2,1 persen.

Perlambatan pertumbuhan terjadi pada investasi, sementara konsumsi pemerintah
mengalami kontraksi sepanjang tahun 2016. Perlambatan pada investasi dan konsumsi
pemerintah salah satunya disebabkan oleh terjadinya penghematan anggaran di
pertengahan tahun 2016. Selain itu, realisasi belanja modal tahun 2016 hanya mencapai
80,6 persen dari APBN-P, sementara realisasi belanja pegawai dan barang mencapai 89,1
dan 85,3 persen. Perlambatan investasi juga tercermin dari pertumbuhan kredit yang
mencapai titik terendah sejak 2009. Over-capacity yang terjadi di perusahaan dan
meningkatnya risiko seiring dengan kenaikan NPL menjadi salah satu penyebab
perlambatan investasi.
TABEL 2.1
PERTUMBUHAN PDB SISI PERMINTAAN
2015-2018 (PERSEN)

Pertumbuhan PDB 4,9 5,0 5,0 51-5,3
Konsumsi Rumah Tangga 5,0 5,0 4,9 5,0-5,1
Konsumsi LPNRT (0,6) 6,6 8,0 5,5-5,6
Konsumsi Pemerintah 53 (0,1) 2,7 3,6-5,1
Investasi (PMTB) 5,0 4,5 4,8 52-5,6
Ekspor Barang dan Jasa (21) (17) 8,0 4,5-5,3
Impor Barang dan Jasa (6,4) (2,3) 5,0 3,6-4,4
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Sumber: BPS
*Outlock (Perhitungan Bappenas)

TABEL 2.2
PERTUMBUHAN PDB SISI PRODUKSI
2015-2018(PERSEN)

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 3,8 33 At 3,4-3,5
Pertambangan dan Penggalian -3,4 1,1 -0,5 1,2-1,4
Industri Pengolahan 4,3 4,3 4,2 4,6-4,9
Pengadaan Listrik dan Gas, dan Air 0,9 54 16 4,9-5,8
Bersih

Pengadaan Air 7,1 3,6 4.4 3,9-4,1
Konstruksi 6,4 52 6,3 6,2-6,6
Perdagangan besar dan eceran, dan 2,6 3,9 4,8 4,8-5,0
reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Transportasi dan Pergudangan 6,7 7.7 77 7,9-8,4
Penyedia Akomodasi dan Makan 4,3 4,9 4,7 5,1-5,3
Minum

Informasi dan Komunikasi 9,7 8,9 9,1 9,9-10,3
Jasa Keuangan 8,6 8,9 5.7 9,8-10,0
Real Estate 4,1 4,3 3,7 4,6-4,9
Jasa Perusahaan 7,7 7,4 6,8 7,4-7,5
Administrasi Pemerintahan dan 4,6 3,2 0,6 3,3-4,1
Jaminan Sosial Wajib

Jasa Pendidikan 7.3 3,8 4,1 4,0-4,2
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 6,7 5,0 7,1 51-54
Jasa Lainnya 8,1 7,8 8,0 7,8-8,0
Sumber: BPS

*Outlock (Perhitungan Bappenas)

Dari sisi produksi, sektor pertambangan dan penggalian, transportasi dan pergudangan,
dan jasa keuangan dan asuransi adalah beberapa sektor yang mampu tumbuh lebih baik
pada tahun 2016 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sektor pertambangan dan
penggalian kembali tumbuh positif pada tahun 2016, didorong oleh kenaikan harga
komoditas batu bara dan mineral di pasar internasional. Perlambatan terjadi pada dua
sektor penyumbang PDB terbesar, yakni pertanian dan industri pengolahan, yang masing-
masing tumbuh sebesar 3,3 dan 4,3 persen, melambat dari tahun sebelumnya sebesar 3,8
dan 4,3 persen. Faktor cuaca (el nino dan la nina) menjadi penyebab turunnya
pertumbuhan di sektor pertanian karena adanya pergeseran musim tanam dan gagal
panen untuk beberapa tanaman hortikultura. Sementara itu, turunnya permintaan,
terutama permintaan global, menjadi penyebab perlambatan kinerja sektor industri
pengolahan.

Ekonomi Indonesia pada triwulan 1 tahun 2017 menunjukkan perbaikan dengan
pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,0 persen, lebih tinggi dibandingkan triwulan yang
sama tahun sebelumnya yang sebesar 4,9 persen. Kinerja tersebut didorong oleh ekspor
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yang meningkat signifikan, terutama ekspor nonmigas. Pertumbuhan konsumsi rumah
tangga menunjukkan tren yang sedikit melambat, karena salah satunya disebabkan oleh
kenaikan harga diatur pemerintah (administered price) yakni tarif listrik bagi rumah
tangga di awal tahun 2017. Melambatnya konsumsi rumah tangga di tengah kenaikan
kinerja ekspor mengindikasikan bahwa dampak peningkatan ekspor belum dirasakan oleh
rumah tangga. Kinerja konsumsi LNPRT mengalami peningkatan yang terutama didorong
oleh kegiatan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di 7 provinsi, 76 kabupaten, dan
18 kota. Sementara itu, peningkatan investasi didorong oleh pembentukan barang modal
dalam bangunan dan kendaraan, dimana hal ini pun mendorong naiknya impor barang
modal terutama impor kapal laut dan kendaraan darat yang digunakan untuk industri.

Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi untuk keseluruhan tahun 2017
diperkirakan akan lebih tinggi, pada kisaran 5,1 - 5,3 persen, sejalan dengan ekspektasi
kinerja perekonomian global yang lebih baik dan berbagai upaya pemerintah, termasuk
melalui implementasi yang efektif dari berbagai paket kebijakan. Konsumsi rumah tangga
diperkirakan akan membaik, mengakhiri tren penurunannya, seiring dengan peningkatan
aktivitas ekonomi dan masih tingginya tingkat keyakinan konsumen. Peningkatan kualitas
belanja pemerintah akan dilakukan, seiring dengan terbatasnya ruang fiskal, antara lain
melalui penyaluran subsidi yang lebih tepat sasaran (distribusi tertutup gas elpiji 3 kg dan
pengurangan subsidi listrik 900VA), peningkatan belanja modal yang lebih produktif, dan
peningkatan efektivitas penggunaan transfer ke daerah dan dana desa. Investasi
diperkirakan akan melanjutkan tren positif peningkatannya, didorong oleh investasi
langsung sebagai dampak relaksasi daftar negatif investasi (DNI) dan perbaikan iklim
usaha melalui peningkatan pencapaian dalam EoDB dan membaiknya peringkat investasi
Indonesia. Ekspor diperkirakan akan tetap tumbuh positif, utamanya didorong oleh
kenaikan harga komoditas, tetapi relatif terbatas di sisa tahun 2017 karena peningkatan
permintaan dunia yang diperkirakan masih moderat. Impor akan meningkat didorong
oleh peningkatan konsumsi rumah tangga dan kebutuhan barang modal serta penolong
untuk investasi di dalam negeri.

Dari sisi produksi, langkah pemerintah untuk memperbaiki infrastruktur, meningkatkan
iklim investasi, dan implementasi paket kebijakan ekonomi terkait industri yang lebih
operasional diperkirakan akan mampu meningkatkan pertumbuhan sektor industri
pengolahan di tahun 2017. Kenaikan harga komoditas, terutama batu bara dan mineral,
serta permintaan dari negara importir komoditas untuk meningkatkan inventory akan
membantu sektor pertambangan penggalian namun masih terbatas. Sementara itu, faktor
cuaca yang lebih baik, kebijakan reformasi subsidi pupuk dan benih, perbaikan
infrastruktur pertanian seperti waduk dan irigasi, dampak positif kebijakan kelautan dan
perikanan, dan membaiknya harga komoditas perkebunan yang diikuti kenaikan
permintaan diperkirakan akan mampu mendorong pertumbuhan sektor pertanian,
perkebunan dan perikanan.

Neraca Pembayaran

Neraca pembayaran mengalami perbaikan di tahun 2016, namun masih terbatas.
Perbaikan ini ditopang oleh surplus transaksi modal dan finansial yang melampaui defisit
transaksi berjalan. Surplus neraca pembayaran sebesar USD12,1 miliar pada akhirnya
meningkatkan cadangan devisa menjadi USD116,4 miliar atau setara 8,4 bulan impor dan
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pembayaran utang luar negeri pemerintah (jauh di atas standar kecukupan internasional).
Pada transaksi modal dan finansial tercatat surplus sebesar USD29,2 miliar, jauh lebih
besar dibandingkan dengan surplus pada tahun sebelumnya yang hanya mencapai
USD16,8 miliar. Surplus yang signifikan ini didukung oleh peningkatan surplus pada
investasi langsung dan portofolio serta menurunnya defisit pada investasi lainnya.
Walaupun tahun 2016 terdapat risiko meningkatnya ketidakpastian perekonomian global
pasca pemilihan Presiden AS dan kenaikan FFR, investasi langsung dan portofolio dapat
tumbuh tinggi sebesar 41,3 persen dan 16,6 persen yang didukung oleh sentimen positif
terhadap prospek perekonomian domestik dan implementasi Undang-Undang
Pengampunan Pajak yang berjalan dengan baik. Kinerja perbaikan transaksi modal dan
finansial terus berlanjut hingga triwulan I tahun 2017. Surplus pada transaksi ini
mengalami peningkatan sebesar 86,5 persen (YoY) dan 3,4 persen (g-to-q). Peningkatan
surplus ini didukung oleh meningkatnya aliran masuk modal investasi portofolio pada
instrumen yang berdenominasi rupiah dan penerbitan sukuk global pemerintah. Namun,
di sisi investasi langsung tercatat penurunan arus masuk jika dibandingkan dengan
periode yang sama pada tahun sebelumnya. Arus masuk neto pada investasi langsung
tercatat sebesar USD2,5 miliar disebabkan oleh meningkatnya arus keluar di sektor migas
seiring dengan meningkatnya harga minyak dunia.

Sementara itu di sisi transaksi berjalan, defisit tercatat mengalami penurunan pada tahun
2016. Penurunan tersebut dikarenakan peningkatan surplus neraca perdagangan barang
dan menurunnya defisit neraca perdagangan jasa. Walaupun tercatat surplus pada neraca
perdagangan barang, surplus tersebut lebih banyak disebabkan oleh penurunan impor
yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan penurunan ekspor. Namun demikian, kinerja
ekspor impor kembali mengalami peningkatan pada triwulan IV tahun 2016, setelah
selama tiga triwulan sebelumnya mengalami kontraksi, seiring dengan meningkatnya
harga komoditas ekspor (terutama minyak kelapa sawit, batu bara, dan karet) dan
peningkatan volume perdagangan khususnya produk manufaktur.

Perbaikan kinerja perdagangan barang terus berlanjut pada triwulan [ tahun 2017.
Surplus neraca perdagangan barang tercatat sebesar USD5,6 miliar, lebih tinggi
dibandingkan dengan surplus pada triwulan sebelumnya sebesar USD5,1 miliar maupun
surplus pada triwulan [ tahun 2016 sebesar USD2,6 miliar. Peningkatan surplus neraca
perdagangan barang didorong oleh peningkatan ekspor nonmigas sebesar 22,3 persen
(YoY) atau 0,5 persen (g-to-q) seiring dengan peningkatan harga komoditas pada produk
manufaktur dan primer serta peningkatan ekspor riil produk primer.

Pada sisi neraca perdagangan jasa, defisit menurun sebesar 25,4 persen (YoY) pada tahun
2016 disebabkan oleh menurunnya pembayaran jasa freight seiring dengan penurunan
impor barang, dan kenaikan penerimaan jasa perjalanan. Wisatawan mancanegara
(wisman) yang berkunjung ke Indonesia meningkat dari 9,8 juta pada tahun 2015 menjadi
10,9 juta pada tahun 2016. Tren perbaikan ini juga terus diikuti hingga triwulan I tahun
2017. Defisit neraca perdagangan jasa tercatat sebesar USD1,3 miliar, lebih rendah
dibandingkan dengan defisit pada triwulan sebelumnya yang mencapai USD2,0 miliar
yang didukung oleh naiknya surplus jasa perjalanan seiring dengan pola pengeluaran
wisatawan nasional (wisnas) yang lebih rendah. Namun, secara keseluruhan defisit
transaksi berjalan meningkat pada triwulan I tahun 2017 jika dibandingkan dengan
triwulan sebelumnya, namun tetap lebih rendah apabila dibandingkan dengan periode
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yang sama pada tahun sebelumnya. Peningkatan defisit transaksi berjalan pada triwulan I
2017 terutama akibat naiknya defisit neraca perdagangan migas dan pendapatan primer.
Peningkatan defisit neraca perdagangan migas dipengaruhi oleh naiknya harga minyak
dunia di tengah penurunan lifting minyak, sementara kenaikan defisit neraca pendapatan
primer mengikuti jadwal pembayaran bunga surat utang pemerintah yang lebih tinggi dan
meningkatnya pembayaran pendapatan investasi langsung.

Secara keseluruhan, neraca pembayaran pada triwulan I tahun 2017 mengalami surplus
sebesar USD4,5 miliar, relatif sama jika dibandingkan dengan surplus pada triwulan
sebelumnya dan meningkat signifikan jika dibandingkan dengan triwulan I tahun 2016
(defisit 0,3 persen). Surplus NPI tersebut pada gilirannya mendorong peningkatan posisi
cadangan devisa menjadi USD121,8 miliar. Jumlah cadangan devisa tersebut mampu
membiayai kebutuhan pembiayaan impor dan utang luar negeri pemerintah selama 8,6
bulan dan berada di atas standar kecukupan internasional.

GAMBAR 2.5
PERKEMBANGAN NERACA PEMBAYARAN
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Sumber: Bank Indonesia, diclah

Prospek neraca pembayaran pada tahun 2017 diperkirakan akan terus membaik seiring
dengan prospek perekonomian domestik yang semakin membaik. Membaiknya ekonomi
beberapa negara mitra dagang utama Indonesia, kenaikan harga komoditas global, dan
kebijakan dalam negeri yang mendukung peningkatan produktivitas diperkirakan akan
mendorong peningkatan ekspor sebesar USD157,1-161,7 miliar dengan pertumbuhan
ekspor nonmigas sebesar 8,5-12,0 persen. Di sisi lain, meningkatnya permintaan domestik
dan prakiraan kenaikan harga minyak dunia juga akan mendorong peningkatan impor
hingga mencapai USD142,7-145,8 miliar. Surplus neraca perdagangan barang pada tahun
2017 diperkirakan akan mencapai USD 14,5-15,9 miliar. Pada sisi neraca perdagangan
jasa, defisit diperkirakan akan lebih kecil seiring dengan meningkatnya jumlah wisatawan
asing yang berkunjung ke Indonesia sebagai dampak dari kebijakan pemerintah untuk
mendorong pariwisata. Defisit transaksi berjalan pada tahun 2017 diperkirakan akan
mencapai USD16,6-17,2 miliar atau pada kisaran 1,7 persen per PDB.

Di tengah adanya ketidakpastian global sebagai dampak dari berbagai kebijakan
pemerintah Amerika Serikat, surplus transaksi modal dan finansial diperkirakan akan
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mencapai USD25,2-29,3 miliar seiring dengan persepsi positif terhadap prospek
perekonomian domestik. Surplus tersebut diperkirakan akan didukung oleh kepercayaan
investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia melalui investasi langsung sebesar
USD11,6-13,2 miliar maupun investasi portofolio sebesar USD18,1-18,9 miliar.

Keuangan Negara

Pada tahun 2016, kondisi fiskal secara umum belum mencapai target yang ditetapkan.
Masih rendahnya harga komoditas serta pemulihan ekonomi global dan domestik yang
terbatas menjadi penyebab sulitnya kondisi fiskal di tahun 2016. Dalam kondisi tersebut
pendapatan negara dan hibah pada tahun 2016 berhasil mencapai Rp1.555,9 triliun, atau
meningkat 3,2 persen dibandingkan realisasi tahun 2015 (Gambar 2.6). Peningkatan
tersebut berasal dari Penerimaan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP), sedangkan penerimaan hibah mengalami penurunan.

GAMBAR 2.6 GAMBAR 2.7
PERKEMBANGAN PENDAPATAN NEGARA PERKEMBANGAN BELANJA NEGARA
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Realisasi penerimaan perpajakan tahun 2016 mencapai Rp1.285,0 triliun atau 83,5 persen
dari target APBN-P. Angka penerimaan perpajakan tersebut relatif lebih baik
dibandingkan dengan realisasi penerimaan perpajakan tahun 2015 sebesar Rp1.240,4
triliun atau 83,3 persen dari target APBN-P. Program tax amnesty yang diterapkan pada
pertengahan 2016 turut menopang penerimaan perpajakan, dengan realisasi hingga bulan
Desember tahun 2016 sebesar Rp107,0 triliun atau sekitar 0,9 persen PDB. Namun
demikian, secara umum realisasi tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan rata-
rata penerimaan perpajakan dalam 5 (lima) tahun terakhir yang mencapai 93,2 persen
dari target APBN-P. Tax ratio juga terus mengalami penurunan menjadi 10,4 persen PDB
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pada akhir tahun 2016, lebih rendah dibandingkan rata-rata selama lima tahun terakhir
yang mencapai 11,2 persen PDB.

Pada tahun 2017, kinerja pendapatan negara diperkirakan mengalami perbaikan seiring
dengan pemulihan ekonomi global, tren peningkatan harga komoditas, serta dampak
positif kebijakan tax amnesty yang diharapkan dapat memperluas dan memperbaiki basis
pajak. Penerimaan perpajakan tahun 2017 ditargetkan mencapai Rp1.498,9 triliun atau
10,9 persen dari PDB. Rasio ini lebih tinggi dibandingkan realisasi 2016 yang hanya
sebesar 10,4 persen dari PDB.

Dari sisi belanja negara, realisasi tahun 2016 mencapai Rp1.864,3 triliun, meningkat
sebesar 3,2 persen dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp1.806,5 triliun (Gambar 2.7).
Peningkatan belanja negara berasal dari belanja Transfer Daerah dan Dana Desa yang
mencapai Rp710,3 triliun atau 91,5 persen terhadap target APBN-P. Sebaliknya realisasi
belanja pemerintah pusat mengalami penurunan dari Rp1.183,3 triliun pada tahun 2015
menjadi Rp1.154,0 triliun atau 88,3 persen terhadap target APBN-P 2016.

Pada tahun 2017, belanja negara diperkirakan mengalami peningkatan seiring akselerasi
pembangunan infrastrukur dan pemenuhan belanja yang bersifat wajib (mandatory
spending), seperti: belanja pendidikan, kesehatan, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi
Hasil (DBH), Dana Otonomi Khusus (Otsus), dan Dana Desa, serta meningkatnya
kebutuhan belanja mengikat seperti pembayaran bunga utang, belanja pegawai, belanja
operasional, dan belanja subsidi. Berdasarkan kondisi tersebut, belanja pemerintah pusat
ditargetkan sebesar Rp1.315,5 triliun (9,6 persen terhadap PDB), sedangkan Transfer ke
Daerah dan Dana Desa ditargetkan sebesar Rp764,9 triliun (5,6 persen terhadap PDB).

Defisit APBN tahun 2016 dapat ditekan menjadi 2,49 persen terhadap PDB, lebih rendah
dibandingkan defisit tahun 2015 yang mencapai 2,59 persen terhadap PDB (Gambar 2.8).
Adanya kebijakan self-blocking yang dilakukan pada pertengahan tahun 2016 bertujuan
untuk mengurangi tekanan defisit anggaran tahun 2016. Untuk tahun 2017, sesuai
dengan proyeksi pendapatan dan belanja negara, maka defisit APBN diperkirakan
mencapai Rp330,2 triliun (2,41 persen dari PDB), tetap dijaga dibawah 3,0 persen PDB.

Dari sisi pembiayaan, realisasi pembiayaan tahun 2016 mengalami peningkatan
dibandingkan tahun 2015, mencapai Rp334,5 triliun (lebih tinggi dibandingkan target
APBN-P). Hal ini kemudian berpengaruh pada peningkatan utang pemerintah pusat
sebesar 9,5 persen dari 2015, menjadi Rp3.467 triliun. Surat Berharga Negara (SBN)
masih mendominasi sumber utang pemerintah pusat dengan proporsi 78,9 persen. Secara
umum, rasio utang pemerintah pusat tahun 2016 mencapai 28,0 persen PDB, meningkat
dibandingkan tahun 2015 (27,4 persen PDB). Sementara itu, kebutuhan belanja negara
yang semakin meningkat menyebabkan rasio utang pemerintah pusat tahun 2017
diperkirakan mencapai 28,2 persen PDB yang sebagian besar bersumber dari SBN dengan
proporsinya diperkirakan mencapai 79,3 persen atau sebesar Rp2.816 triliun (Gambar
2.9).
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Moneter

Stabilitas moneter pada tahun 2016 relatif terjaga yang tercermin dari perkembangan
inflasi dan nilai tukar Rupiah. Pergerakan Inflasi Umum (Headline Inflation) selama tahun
2016 stabil dan selalu berada dalam rentang target inflasi yang ditetapkan Bank Indonesia
(BI) dan disepakati oleh Pemerintah sebesar 41 persen. Pada akhir tahun 2016, inflasi
year-on-year (YoY) sebesar 3,02 persen dan inflasi month-to-month (MtM) sebesar 0,42
persen menurun dibandingkan inflasi pada akhir tahun 2015 yang sebesar 3,35 persen
(YoY) dan 0,96 persen (MtM) (Gambar 2.10). Inflasi pada akhir tahun 2016 ini merupakan
inflasi terendah selama tujuh tahun terakhir (sejak akhir tahun 2009).

Stabilitas inflasi tahun 2016 juga tercermin pada pergerakan inflasi inti dan administered
prices. Inflasi inti dan administered price pada akhir tahun 2016 cukup rendah masing-
masing sebesar 3,07 persen dan 0,21 persen (YoY). Rendahnya inflasi administered price
disebabkan oleh rendahnya harga minyak dunia dan tidak adanya kebijakan pemerintah
terkait harga BBM. Sementara itu, pergerakan inflasi harga bergejolak (volatile food)
cukup tinggi mencapai 592 persen (Gambar 2.11). Tingginya inflasi volatile food
disebabkan oleh terbatasnya pasokan bahan pangan akibat dampak dari El-Nino pada
awal tahun 2016 dan La Nina yang terjadi di beberapa kawasan di Indonesia pada akhir
tahun 2016. Pada sisi permintaan, tingginya inflasi volatile food tidak terlepas dari
beberapa faktor musiman lainnya seperti peningkatan permintaan menjelang Hari Besar
Keagamaan Nasional dan Tahun Baru.
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GAMBAR 2.10 GAMBAR 2.11
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Memasuki tahun 2017, inflasi selama Januari-April (YoY) cenderung meningkat, masing-
masing sebesar 3,49 persen, 3,83 persen, 3,61 persen, dan 4,17 persen. Jika dilihat secara
bulanan (MtM), inflasi tahun 2017 lebih tinggi dari periode yang sama pada tahun 2016.
Peningkatan inflasi terutama didorong oleh komponen administered price yang berasal
dari kenaikan tarif perpanjangan STNK (di bulan Januari) dan kenaikan bertahap tarif
listrik 900 VA yang tidak lagi disubsidi pemerintah (di bulan Januari dan Maret). Di sisi
lain, komponen inflasi harga pangan bergejolak (volatile food) cenderung turun dan
bahkan menyumbangkan deflasi pada pembentukan inflasi MtM. Dengan
memperhitungkan dampak kebijakan sepanjang tahun 2017, maka inflasi YoY pada akhir
tahun 2017 diperkirakan mencapai 4,5 persen.

Sementara itu, pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap USD selama tahun 2016 cenderung
menguat. Pada awal tahun 2016 nilai tukar Rupiah sebesar Rp13.830,- per USD dan pada
akhir tahun 2016 menjadi sebesar Rp13.473,- per USD atau menguat 2,6 persen
dibandingkan awal tahun (Gambar 2.12). Penguatan tersebut sejalan dengan peningkatan
aliran dana masuk terutama di Surat Utang Negara (SUN). Sementara itu, outflow yang
terjadi di pasar saham berkurang setelah kenaikan FFR dan bahkan mendorong inflow di
akhir Desember 2016. Persepsi positif investor terhadap perekonomian domestik telah
mendorong aliran dana masuk.

Memasuki awal tahun 2017 nilai tukar Rupiah melanjutkan penguatannya, dimana pada
akhir April 2017 posisi nilai tukar Rupiah sebesar Rp13.329 per USD. Dari sisi internal,
penguatan nilai tukar Rupiah ditopang oleh membaiknya stabilitas makroekonomi
domestik dan persepsi positif pasar terhadap perekonomian Indonesia, terutama setelah
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dikeluarkannya rating investasi Indonesia yang semula Stabil menjadi Positif. Dari sisi
eksternal, penguatan nilai tukar Rupiah ditenggarai oleh perbaikan indikator ekonomi
global, menurunnya defisit transaksi berjalan serta peningkatan surplus transaksi modal
dan finansial. Dengan mempertimbangan masih adanya risiko lanjutan atas rencana
kenaikan FFR dan kebijakan perdagangan Amerika Serikat, maka pergerakan nilai tukar
Rupiah di tahun 2017 diperkirakan akan mengalami depresiasi namun dengan tingkat
volatilitas yang rendah.

GAMBAR 2.12
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Sektor Keuangan

Perbankan. Di tengah berbagai ketidakpastian perekonomian global tahun 2016, kondisi
ketahanan sektor keuangan secara umum masih relatif terjaga. Beberapa indikator di
perbankan, pasar modal, dan lembaga keuangan non-bank tetap menunjukkan
pertumbuhan yang positif, meskipun pertumbuhannya mengalami sedikit perlambatan.

Perbankan Konvensional

TABEL 2.3 GAMBAR 2.13

INDIKATOR PERBANKAN KONVENSIONAL INDIKATOR PERBANKAN KONVENSIONAL
G
CAR (%) 1957 | 21,39 22,93 Eﬁ;
=
=2

NPL (%) 16 | 249 %93 £ 2014 | 2015 | 2016

[ ] Aset

ROA (%) 2,85 2,32 2,23 Perbankan | 5,615.15 | 6,132.58 | 6,729.80

(Triliun Rp)
LDR (%) 8942 | 9211 90,7 DanaPihak | |, 1,4 45 | 4413.06 | 483676
Ketiga ’ ’ ’
I ——— mTotal Kredit| 3,674.31 | 4,057.90 | 4,377.20
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Di sektor perbankan, meskipun terjadi perlambatan ekonomi global, kinerja sektor
perbankan konvensional secara umum masih tetap terjaga dengan baik. Indikator rasio
kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio atau CAR) pada tahun 2016 tercatat masih jauh
di atas ketentuan CAR minimum (8 persen). Rasio CAR bahkan mengalami peningkatan
yaitu dari 21,39 persen pada tahun 2015, dan meningkat menjadi 22,93 persen pada
tahun 2016. Sementara itu, kondisi kredit yang tercermin dari rasio kredit bermasalah
(Non Performing Loan atau NPL) mengalami pelemahan. Pelemahan kondisi
perekonomian menjadi salah satu faktor rendahnya kemampuan debitur untuk membayar
kredit, sehingga mendorong peningkatan rasio NPL perbankan. Rasio NPL meningkat dari
2,49 persen tahun 2015, dan terus meningkat menjadi 2,93 persen pada tahun 2016. Akan
tetapi, angka tersebut masih berada di bawah batas ketentuan yang ditetapkan yaitu
sebesar 5 persen.

Profitabilitas perbankan cenderung stabil selama tiga tahun terakhir meskipun sedikit
menurun pada tahun 2016. Kondisi tersebut tercermin dari rasio Return On Asset (ROA)
yang tetap berada di angka 2 persen selama tahun 2014-2016. Indikator perbankan
lainnya seperti Loan to Deposit Ratio (LDR) sempat berada pada level yang harus
diwaspadai, yaitu 92,1 persen pada tahun 2015. Kondisi tersebut disebabkan oleh
peningkatan pertumbuhan jumlah kredit di tengah perlambatan pertumbuhan Dana Pihak
Ketiga (DPK). Rasio LDR membaik pada tahun 2016 karena mengalami penurunan sebesar
141 bps dari 92,1 pada 2015 menjadi 90,7 pada tahun 2016.

Kegiatan intermediasi perbankan menunjukkan pertumbuhan yang baik terlihat dari
adanya peningkatan jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) dan kredit yang disalurkan oleh
perbankan. Dana Pihak Ketiga mengalami peningkatan sebesar 9,6 persen pada tahun
2016, yaitu dari Rp4.413 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp4.836 triliun pada tahun
2016. Sementara itu dari sisi kredit, jumlah kredit yang disalurkan mengalami
peningkatan. Total kredit tumbuh melambat sebesar 7,9 persen pada tahun 2016, yaitu
dari Rp4.057 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp4.377 triliun pada tahun 2016.

Keuangan Syariah. Sementara itu dari sisi sektor keuangan syariah, kinerja dan
ketahanan sistem keuangan syariah juga dinilai cukup kuat dalam menghadapi tekanan
ekonomi global. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator kesehatan perbankan
syariah. Rasio kecukupan modal (CAR) meningkat hingga 15,9 persen di tahun 2016 dari
15,0 persen di tahun sebelumnya. Angka tersebut jauh berada di atas ketentuan modal
minimum, yaitu 8,0 persen. Indikator pembiayaan bermasalah atau non performing
financing (NPF) mengalami penurunan dari 4,3 persen di tahun 2015 menjadi 4,2 persen
pada tahun 2016. Lemahnya kondisi perekonomian tidak berdampak pada kemampuan
debitur dalam mengembalikan dana pembiayaan. Sementara dari segi profitabilitas,
indikator return on asset (ROA) perbankan syariah mengalami peningkatan pada tahun
2016 sebesar 10 bps menjadi 0,9 persen dari 0,8 persen di tahun sebelumnya. Rasio
pembiayaan terhadap deposit (FDR) menunjukkan penurunan hingga 88,8 persen di
tahun 2016 dari tahun sebelumnya sebesar 92,1 persen. Kondisi tersebut lebih
disebabkan oleh peningkatan DPK yang signifikan dibanding pertumbuhan pembiayaan.
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TABEL 2.4 GAMBAR 2.14
INDIKATOR PERBANKAN SYARIAH INDIKATOR PERBANKAN SYARIAH
CAR (%) | 1574 | 15,02 15,95 g
2 _
fom)
NPF (%) 4,33 434 4,16 =
E
ROA (%) 0,78 0,83 0,94
2014 2015 2016
mTotal Aset | 27892 30400 365.66
FDR(%) | 9150 | 92,14 88,78 —
mDanaPihak | ;00 3118 27933
Ketiga

M Pembiayaan 199.33  213.00 248.01

Sumber: Otoritas [asa Keuangan

Selanjutnya, kegiatan intermediasi perbankan syariah juga menunjukkan perkembangan
yang baik. Pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) dan pembiayaan pada akhir tahun 2016
naik masing-masing sebesar 20,8 persen (YoY) dan 16,4 persen (YoY). Jumlah DPK
meningkat dari Rp231 triliun pada 2015 menjadi Rp279 triliun di tahun 2016. Sementara
itu, jumlah pembiayaan yang disalurkan meningkat dari Rp212 triliun pada 2015 menjadi
Rp248 triliun di tahun 2016. Kenaikan DPK dan pembiayaan ini menyusul pertumbuhan
pangsa pasar perbankan syariah yang mencapai 5,3 persen di akhir tahun 2016.

Industri keuangan non bank syariah juga mencatat pergerakan yang positif. Kondisi
tersebut dapat dilihat dari pertumbuhan aset industri keuangan non bank (IKNB) syariah
sebesar 36,7 persen pada tahun 2016 atau meningkat hingga Rp88,7 triliun dari tahun
sebelumnya sebesar Rp64,8 triliun. Secara rinci, pada tahun 2016, pertumbuhan aset
takaful tercatat sebesar 25,3 persen menjadi Rp33,2 triliun dari tahun 2015 sebesar
Rp26,5 triliun; pertumbuhan aset lembaga pembiayaan syariah sebesar 61,8 persen
menjadi Rp36,9 triliun dari Rp22,8 triliun pada tahun sebelumnya; pertumbuhan aset
lembaga keuangan syariah lain sebesar 18,9 persen menjadi Rp18,4 triliun dari tahun
2015 sebesar Rp15,5; dan pertumbuhan lembaga keuangan mikro syariah sebesar 133
persen menjadi Rp63,0 miliar dari Rp27,0 miliar pada tahun 2015. Di samping itu, jumlah
perusahaan IKNB syariah meningkat sebesar 14,5 persen dari 110 perusahaan pada tahun
2015 menjadi 126 perusahaan di tahun 2016, dimana jumlah perusahaan takaful
sebanyak 58 perusahaan; lembaga pembiayaan syariah sebanyak 49 perusahaan; lembaga
keuangan khusus syariah tidak mengalami kenaikan jumlah perusahaan; dan lembaga
keuangan mikro syariah menjadi 13 perusahaan.

Aset dan Investasi BUMN. Aset BUMN mengalami peningkatan sebesar 9,8 persen dari
Rp5.760 triliun pada 2015 menjadi Rp6.325 triliun pada 2016. Pertumbuhan aset antara
lain dipengaruhi oleh meningkatnya investasi BUMN yang salah satunya dibiayai dengan
tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk memperkuat permodalan BUMN dalam
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rangka melaksanakan program prioritas nasional untuk mewujudkan kedaulatan energi,
kedaulatan pangan, membangun infrastruktur dan mendukung keberpihakan Negara
kepada usaha mikro, kecil dan menengah. Realisasi penyaluran PMN pada tahun 2015
sebesar Rp41,4 triljun untuk 36 BUMN. Sementara, pada tahun 2016 telah dialokasikan
PMN untuk 23 BUMN dengan nilai Rp34,32 triliun. Seiring dengan pertumbuhan BUMN,
peran belanja modal BUMN menjadi cukup penting dalam pembentukan investasi.

2 1.2 Perkiraan Ekonomi Tahun 2018

Pada tahun 2018, perekonomian Indonesia diperkirakan akan kembali melanjutkan
momentum peningkatan pertumbuhan ekonomi. Proses konsolidasi dan restrukturisasi
ekonomi yang antar alain melalui perbaikan iklim investasi dan peningkatan infrastruktur,
akan mulai menunjukkan hasil. Aktivitas perekonomian dan perdagangan global yang
meningkat, dengan didukung oleh kenaikan harga komoditas meski cenderung terbatas,
akan mampu memberikan dorongan terhadap perekonomian domestik. Pertumbuhan
ekonomi diperkirakan mampu mencapai 5,6 persen di tahun 2018 melalui kebijakan yang
menyeluruh dan tepat sasaran.

2.1.2.1 Tantangan dan Risiko Ekonomi Global dan Domestik

Pertumbuhan ekonomi global di tahun 2018 diperkirakan akan kembali meningkat
sebesar 3,6 persen dan diikuti oleh peningkatan pertumbuhan volume perdagangan global
yang mencapai 3,9 persen. Pertumbuhan ekonomi global tersebut akan ditopang oleh
ekonomi maju yang tumbuh sebesar 2,0 persen dan ekonomi negara berkembang yvang
tumbuh sebesar 4,8 persen.

GAMBAR 2.15
PERKIRAAN PERTUMBUHAN EKONOMI GLOBAL TAHUN 2018 (%)

4,8
3.6 3
- =
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GAMBAR 2.16

PERKIRAAN PERTUMBUHAN VOLUME PERDAGANGAN GLOBAL
DAN IMPOR NEGARA MAJU DAN NEGARA BERKEMBANG TAHUN 2018 (%)

44 45
4,0 4,0 4

38 39

Dunia Negara Maju . Negara Berkembang
2015 m2016 m2017 02018
Sumber: IMF (diolah)

Seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi global tersebut, harga komoditas juga
diperkirakan akan meningkat secara moderat, dengan pertumbuhan yang relatif lebih
lamban dibandingkan tahun 2017. Dari sisi domestik, berbagai upaya restrukturisasi
ekonomi diharapkan dapat melanjutkan tren perbaikan pertumbuhan ekonomi di tahun
2018. Namun terlepas dari berbagai perkembangan positif tersebut, perekonomian
Indonesia masih dihadapkan pada tantangan dan risiko sebagai berikut:
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GAMBAR 2.17
RESIKO EKONOMI GLOBAL

¢ Sumber: IMF, World Bank
% Produktivitas yang menurun di negara maju
ter AS

@ Ketidakpastian negosiasi Brexit
@ Efek Kebijakan Trump Pengetatan kebijakan
makroekonomi di China
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Indeks Ketfidakpastian Kebijakan
Global Meningkat (World Bank. 2017)
Kenalkan harga komoditas yang
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Risiko baru muncul dari meningkatnyo
ketidakpastian kebijakan dan kondisi polifis di
berbagai negara (IMF, 2017)
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Tantangan Global

e Risiko meningkatnya proteksionisme di beberapa negara utama. Perbaikan
aktivitas perekonomian dan perdagangan di tingkat global akan dihadapkan pada
beberapa risiko, seperti kebijakan pemerintahan baru AS yang ingin meningkatkan
tarif terhadap negara-negara tertentu akan berdampak pada perdagangan global.
Risiko ini cenderung berkurang seiring dengan hasil pemilihan umum di Prancis
dan Belanda, misalnya, yang memenangkan pemimpin yang lebih pro terhadap
kebijakan perdagangan yang lebih terbuka.

e Risiko proses penyeimbangan (rebalancing) ekonomi RRT. Risiko yang masih
dihadapi oleh pemerintah RRT adalah tingginya tingkat hutang terutama di
korporasi, serta penyaluran kredit yang terlalu cepat. Oleh sebab itu, pemerintah
RRT berencana menerapkan Kkebijakan ekonomi yang lebih ketat untuk
mengurangi risiko terjadinya “hard landing”. Kebijakan ini akan memperlamban
pertumbuhan ekonomi RRT. Resiko lain yang masih akan dihadapi oleh ekonomi
RRT adalah rencana kebijakan AS untuk menaikkan tarif impor barang asal RRT,
yang diperkirakan memberikan dampak besar terhadap kinerja ekspor RRT.

e Ketidakpastian pasca negosiasi Brexit. Meski hingga saat ini dampak Brexit
terhadap perekonomian Eropa relatif terbatas, masih terdapat kemungkinan
dampak yang lebih besar akan terasa ketika proses negosiasi berakhir dan Inggris
keluar dari Uni Eropa.

¢ Normalisasi kebijakan moneter di negara maju. Setelah kenaikan FFR pada bulan
Maret tahun 2017, bank sentral AS diperkirakan akan kembali menaikkan tingkat
suku bunganya minimal dua kali pada bulan Juni dan Desember tahun 2017. Jika
ekonomi AS terus meningkat, maka kenaikan tingkat suku bunga tersebut akan
berlanjut pada tahun 2018 (tingkat suku bunga jangka panjang the Fed pada
kisaran 3 persen). Normalisasi neraca keuangan the Fed juga diperkirakan akan
mulai dilakukan sejak awal tahun 2018. Selain di AS, pemulihan ekonomi di
kawasan Eropa juga dapat mendorong normalisasi kebijakan moneter oleh bank

RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 11 - 19

www.peraturan.go.id



35 2017, No.730

sentral Eropa. Potensi normalisasi kebijakan moneter di negara-negara maju dapat
menyebabkan arus modal keluar dari Indonesia, mengingat kepemilikan asing
terhadap obligasi pemerintah Indonesia mendekati 40 persen.

e Kenaikan harga komoditas yang terbatas. Meskipun harga komoditas sudah
mengalami kenaikan pada paruh kedua tahun 2016, tetapi kenaikannya masih
relatif moderat dan berada pada level harga yang lebih rendah dibandingkan
dengan pada era commodity boom. Kenaikan harga komoditas juga sangat
bergantung pada realisasi stimulus fiskal di AS dan RRT. Ketika kebijakan
pemerintah AS tidak sesuai rencana atau RRT mengalami perlambatan yang lebih
besar dari perkiraan, maka harga komoditas akan berpotensi berisiko ke bawah.

e Penurunan tingkat produktivitas di beberapa negara dunia dan fenomena aging
population di negara-negara maju berpotensi menyebabkan pertumbuhan
ekonomi global yang relatif terbatas dalam jangka menengah.

e Risiko meningkatnya tensi geopolitik dan aksi terorisme di berbagai belahan dunia
dapat juga berdampak pada sentimen dan tingkat keyakinan di pasar global.

Tantangan Domestik

e Terbatasnya ruang untuk stimulus fiskal. Ruang stimulus fiskal yang masih
terbatas disebabkan oleh masih relatif rendahnya tingkat rasio penerimaan
perpajakan, keseimbangan primer yang negatif, dan tingkat defisit anggaran yang
mendekati batas yang diperbolehkan oleh Undang-Undang. Indikasi adanya efek
crowding out seiring dengan belanja dan defisit yang membesar juga membatasi
ruang gerak pemerintah untuk mendorong perekonomian.

e Masih lemahnya aktivitas sektor swasta. Rendahnya pertumbuhan kredit
perbankan memberikan indikasi aktivitas sektor swasta yang masih rendah.
Beberapa faktor penyebabnya adalah penurunan permintaan, operasionalisasi
industri masih berada di bawah kapasitas terpasang, serta meningkatnya Non
Performing Loan (NPL).

e Tren penurunan pertumbuhan ekonomi potensial. Beberapa faktor penyebabnya
adalah rendahnya tingkat produktivitas, rendahnya tingkat partisipasi angkatan
kerja, dan rendahnya kuantitas dan kualitas infrastruktur.

2.1.2.2 Sasaran dan Arah kebijakan Ekonomi Makro 2018

Sasaran Ekonomi Makro

Pada tahun 2018, ekonomi makro Indonesia diharapkan dapat tumbuh lebih tinggi
dibandingkan tahun 2017 dengan tetap menjaga stabilitas ekonomi. Sasaran ekonomi
makro pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

TABEL 2.5
SASARAN EKONOMI MAKRO 2018

2018 2018

£
2016 2017 (centang) (titik)
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2018 2018
L 2 (rentang) (titik)
Perkiraan Besaran-besaran Pokok
Pertumbuhan PDB (%) ‘ 50 | 5153 |  54-61 56
Laju inflasi, IHK (%): Rata-rata [T 35 3,0-50 2545 | 40
' Nilai Tukar Nominal (Rp/USD) | 13307 | 13500 | 13.500-13.800 @ 13.700
Neraca Pembayaran v
‘ Pertumbuhan Ekspor Nonmigas (0,3) 8,5-12,0 5,0-7,5 v 6,3
| Pertumbuhan Impor Nonmigas | (09 83111 | 5073 6,0
‘ Cadangan Devisa (USD milar) 116,4 | 124,9-128,4 134,0-140,5 » 135,0
| - dalam bulan impor | 87 | ses7 | s8e87 | 86
Defisit Neraca Transaksi Berjalan (% PDB) (1,8) (1,7) ‘ (1,8)-(2,0) (1,9)
Keuangan Negara
Penerimaan Perpajakan (% PDB) 10,4 10,9 11,0-12,0 -
' Belanja Modal (% PDB) 13 14 1770 -
' Subsidi Energi (% PDB) ‘ 09 | 06 | 0607 :
| Surplus/Defisit APBN (% PDB) 25 | (24 (1,9-23) | B
| Stok Utang Pemerintah (% PDB) | 280 | 297 | 270290 | -
Investasi
‘ Peringkat Indonesia pada EoDB - 91 : Menuju 40 | = . Menuju 40
Pertumbuhan Investasi (PMTB) (%) e 5256 | 6380 | 69 |
' Realisasi investasi PMA dan PMDN (Rp Triliun) | 6128 6788 |  733-863 795
‘ Target Pembangunan »
Tingkat Kemiskinan | 107 | 95105 | 90-100 9,8
Tingkat Pengangguran Terbuka 5,61 ‘ 5,3-5,6 | 5,1-5,4 5,2
' Gini Rasio 0,397 0,38 3 0,38
' Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | 7009 | 7010 | z 71,38%*

Keterangan:
* Qutlock (Perhitungan Bappenas), kecuali angka keuangan negara dan target pembangunan yang berdasarkan APBN 2017
** Hasil Perhitungan IPM Metede Baru

Arah Kebijakan

Kerangka besar arah kebijakan ekonomi makro Indonesia untuk tahun 2018 dapat
digambarkan dalam skema sebagai berikut:
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ARAH KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO 2018

Mencapai Pertumbubian cnjaga Stabilitas Mendorong Pertumbuhan
Ekonomi 5,6% Ekonomi yang Inklusif

dan Berkelanjutan

Produktivitas
Sisi permintaan ekonomi

"
Konsumsi

lg Investasi

Sisi penawaran Neraca pembayaran
terjaga

| Scklor utama yang memiliki sumbangan )

| terbesar terhadap pertumbuhan adalah: I
I

I Industri pengolahan, &, i @

1 @ terutama nonmigas gy [crtanian (& ) Perdagangan :

|

I ., Informasi dan =) . |

| !») Komunikasi il Konstiol Jasaikenaneas 1

N e e e Y Y Y Y o /

_—_— - — = = — -

| Sektor prioritas yang akan ditingkatkan peranannya terhadap
| perlumbuhan dan penciptaan lapangan pekerjaan adalah:
|
[

1

1

1

@ Industri pengolahan gé* Pertanian e Pariwisata 1
oE

/

Mencapai Pertumbuhan Ekonomi 5,6%
Sisi Permintaan

Pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,6 persen membutuhkan reformasi
kebijakan yang menyeluruh dan tepat sasaran, serta komitmen dari seluruh pemangku
kepentingan untuk menyatukan langkah dalam mencapai target tersebut. Dalam kondisi
pemulihan ekonomi global yang diperkirakan masih terbatas dan ruang fiskal yang juga
terbatas, pencapaian target 5,6 persen harus didorong oleh peningkatan permintaan
domestik melalui investasi dan konsumsi rumah tangga. Investasi harus tumbuh 6,6
persen pada tahun 2018, sementara konsumsi rumah tangga harus tumbuh sebesar 5,2
persen.

TABEL 2.6
SASARAN PERTUMBUHAN PDB SISI PENGELUARAN 2018 (PERSEN)

. 2018 2018

ol (rentang) (titik)
Pertumbuhan PDB ‘ 54-6,1 ‘ 5.6
Konsumsi Rumah Tangga ‘ 51-53 ‘ 5,2
Konsumsi LPNRT | 58-61 ‘ 59
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Konsumsi Pemerintah 3,8-4,3 3,8
Investasi (PMTB) 6,3 -8,0 6,6
Ekspor Barang dan Jasa 51-61 52
Impor Barang dan Jasa 4,5-5,5 4,6

Percepatan pertumbuhan investasi sebesar 6,6 persen terutama diharapkan bersumber
dari investasi swasta (private-led) dan optimalisasi investasi pemerintah. Upaya
percepatan investasi swasta perlu dilakukan dengan terus memperbaiki iklim investasi
dan usaha serta menghapuskan hambatan berkembangnya sektor swasta di sektor-sektor
utama dan prioritas. Kebijakan untuk mendorong investasi akan dilakukan melalui antara
lain: (1) deregulasi peraturan; (2) perbaikan iklim investasi secara berkesinambungan
terutama di daerah; (3) percepatan fasilitasi masalah investasi (seperti: RTRW,
infrastruktur, penguatan data potensi investasi, dan penyelesaian pengaduan masalah
investasi); (4) pemanfaatan dan penyaluran dana repatriasi untuk investasi; dan (5)
perbaikan iklim tenaga kerja. Sementara itu, investasi di sisi pemerintah akan dilakukan
melalui optimalisasi realokasi belanja non produktif menjadi belanja investasi,
penyerapan belanja pemerintah yang lebih merata di setiap kuartal dalam tahun anggaran,
serta mendorong tingkat realisasi belanja pemerintah yang lebih tinggi. Selain itu,
pemerintah akan melakukan prioritasisasi yang lebih baik dengan memfokuskan
pembangunan pada proyek prioritas nasional yang mendorong produktivitas dan
peningkatan aktivitas sektor swasta.

Konsumsi rumah tangga, yang peranannya mencapai sekitar 56,0 persen dari PDB, harus
ditingkatkan pertumbuhannya sehingga dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi
yang besar. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah kebijakan yang dapat meningkatkan
daya beli masyarakat sehingga pertumbuhan konsumsi masyarakat dapat meningkat
dengan laju yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Upaya yang dilakukan untuk
mendorong peningkatan daya beli masyarakat adalah: (1) meningkatkan ketersediaan
lapangan kerja yang layak; (2) fasilitasi pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah
(UMKM); (3) pengendalian harga, terutama harga barang-barang kebutuhan pokok, serta
(4) subsidi yang lebih tepat sasaran kepada kelompok masyarakat miskin. Kelompok
masyarakat miskin memiliki marginal propensity to consume yang lebih tinggi dari
kelompok kaya, sehingga bantuan yang diberikan akan langsung digunakan untuk
memenuhi kebutuhan konsumsinya.

Pertumbuhan konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (LNPRT) juga diperkirakan
meningkat, didukung oleh akan dilaksanakannya dua event besar di Indonesia pada tahun
2018, yakni Asian Games di Jakarta dan Palembang serta diadakannya pertemuan tahunan
(annual meeting) IMF dan World Bank di Nusa Dua, Bali. Selain itu, pelaksanaan pilkada
serentak di 171 daerah juga akan berdampak positif pada pertumbuhan konsumsi LNPRT.

Dengan ruang fiskal yang semakin terbatas, perlu penajaman peranan kebijakan fiskal
dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di tahun 2018. Peran kebijakan fiskal salah
satunya terlihat dari komponen konsumsi pemerintah di PDB yang diharapkan dapat
tumbuh 3,8 persen. Adapun arah kebijakan fiskal yang akan dilakukan adalah:

a. Pada sisi penerimaan negara, arah kebijakan difokuskan dalam rangka optimalisasi
Penerimaan Perpajakan, antara lain: (i) peningkatan efektivitas pengumpulan pajak
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melalui penguatan fungsi Direktorat Jenderal Pajak (DJP); (ii) penggalian potensi
perpajakan melalui pemutakhiran dan pendayagunaan data serta sistem informasi
perpajakan yang terintegrasi; (iii) peningkatan kesadaran pajak dan tingkat
kepatuhan wajib pajak; (iv) pemberian insentif perpajakan secara selektif untuk
mendukung daya saing industri nasional; (v) pengoptimalan perjanjian perpajakan
internasional dan pengefektifan pelaksanaan Automatic Exchange of Information
(AEol); serta (vi) penyempurnaan peraturan perundang-undangan perpajakan
dengan mempertimbangkan dampaknya yang lebih berkeadilan bagi masyarakat.

b. Pada sisi penerimaan negara bukan pajak (PNBP), arah kebijakan difokuskan pada
optimalisasi penerimaan atas pengelolaan sumber daya alam dan aset negara,
peningkatan fungsi pelayanan publik serta peningkatan dividen Badan Usaha Milik
Negara (BUMN).

c. Pada sisi belanja negara, arah kebijakan difokuskan pada optimalisasi belanja negara
yang produktif, dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, antara
lain: (i) efisiensi belanja non-prioritas melalui pengurangan pendanaan bagi kegiatan
yang konsumtif dalam alokasi anggaran K/L; (ii) rancang ulang kebijakan subsidi
guna mewujudkan subsidi yang rasional penganggarannya dan tepat sasaran; (iii)
refocusing belanja yang bersifat wajib (mandatory spending); (iv) rancang ulang
pemanfaatan anggaran sektor pendidikan yang sebesar 20 persen dari total APBN
agar lebih terencana dan tepat guna, dimana sebagian dana tersebut agar disisihkan
sebagai dana abadi pendidikan (Sovereign Wealth Fund); (v) penguatan dan
restrukturisasi belanja modal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan
mengarahkan pada belanja modal produktif seperti pariwisata, infrastruktur, sarana
dan prasarana ekonomi produktif serta daerah perbatasan; (vi) efektivitas belanja
bantuan sosial melalui perluasan program yang berdampak langsung pada
pengurangan kemiskinan; dan (vii) sinergi program perlindungan sosial dan
mempertajam sasaran penerima bantuan sosial serta menghindari tumpang tindih
antar program dengan pemanfaatan Basis Data Terpadu.

d. Pada sisi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), arah kebijakan difokuskan pada
peningkatan alokasi dan pemanfaatan serta efektivitas belanja TKDD secara
proporsional untuk mendukung terlaksananya agenda prioritas, antara lain: (i)
peningkatan sinkronisasi perencanaan/penganggaran alokasi TKDD dengan
perencanaan/penganggaran alokasi belanja K/L; (ii) penguatan implementasi
kebijakan Dana Transfer Umum (DTU) dalam mendanai kewenangan desentralisasi;
(iii) penguatan implementasi Dana Transfer Khusus (DTK) dalam mengurangi
kesenjangan layanan publik antardaerah; (iv) penguatan Dana Insentif Daerah (DID)
sebagai instrumen insentif dalam TKDD untuk daerah yang berprestasi dalam kinerja;
(v) peningkatan efektivitas pemanfaatan Dana Otonomi Khusus dan Dana
Keistimewaan DIY; serta (vi) peningkatan alokasi dan reformulasi Dana Desa dengan
prinsip pemerataan dan berkeadilan.

e. Pada sisi pembiayaan, arah kebijakan difokuskan pada perimbangan antara risiko dan
manfaat serta pengelolaan aset, antara lain: (i) pemanfaatan Sisa Anggaran Lebih
(SAL); (ii) optimalisasi perencanaan dan pemanfaatan pinjaman untuk kegiatan
produktif; (iii) pengelolaan Surat Berharga Negara (SBN) melalui pengembangan
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pasar SBN domestik dan pengembangan metode penerbitan SBN valas yang lebih
fleksibel; (iv) pengembangan pembiayaan yang inovatif untuk percepatan
pembangunan infrastruktur; (v) penyempurnaan kualitas perencanaan investasi
Pemerintah untuk meningkatkan kapasitas BUMN; serta (vi) pengoptimalan dana
Badan Layanan Umum (BLU) dalam rangka pembiayaan pembangunan.

Dari sisi eksternal, meski pemulihan pertumbuhan ekonomi dan kenaikan harga
komoditas global masih terbatas, pertumbuhan ekspor harus tetap diupayakan meningkat.
Pertumbuhan ekspor barang dan jasa (riil) diharapkan tumbuh sebesar 5,2 persen
utamanya didukung oleh peningkatan ekspor jasa melalui peningkatan sektor pariwisata,
upaya diversifikasi ekspor, dan pendalaman pasar yang sudah ada. Di sisi lain, impor akan
tumbuh 4,6 persen didorong oleh peningkatan konsumsi rumah tangga dan investasi.

Sisi Penawaran

Dari sisi penawaran, enam sektor utama - yang memiliki kontribusi terhadap
pertumbuhan ekonomi yang cukup besar - diharapkan mampu menjadi penghela
pertumbuhan ekonomi. Keenam sektor tersebut adalah industri pengolahan khususnya
industri pengolahan nonmigas; pertanian dalam arti luas; perdagangan; konstruksi;
informasi dan komunikasi; serta jasa keuangan.

TABEL 2.7
SASARAN PERTUMBUHAN PDB SISI PRODUKSI 2018 (PERSEN)

Pertumbuhan (%) Peranan Sumber
thd PDB Pertumbuhan
Rentang Titik (%) (%)
Industri Pengolahan 49-57 53 20,9 1,1
Konstruksi 6,7-76 6,9 11,2 0,7
Perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil 5,5-6,2 58 13,2 0,8

dan sepeda motor

Informasi dan Komunikasi 10,5-11,9 11,0 3,7 0,6
Jasa Keuangan . 10,1-11,0 . 10,5 4,4 0,5
‘ Pertanian, Kehutanan dan Perikanan . 3,6-4,0 3,8 12,9 V 0,5
‘ Transportasi dan Pergudangan 8,3-9,2 8,5 5,6 0,3
‘ Pertambangan dan Penggalian . 1,4-1,7 ‘ 1,6 6,6 0,1
Pengadaan Listrik, Gas, dan Produksi Es . 54-6,3 6,1 10627 0,1

Sektor pertanian dalam arti luas ditargetkan tumbuh 3,8 persen, yang didorong oleh (i)
peningkatan Indeks Pertanaman (IP) dengan mengamankan irigasi yang sudah beroperasi
sekaligus meningkatkan sawah yang terairi oleh irigasi, (ii) subsidi benih dan pupuk yang
lebih tepat sasaran, (iii) peningkatan perikanan budidaya (melalui revitalisasi tambak
yang belum operasional dan peningkatan pakan ikan) dan pengolahan produk-produk
olahan rumput laut, (iv) penggantian alat untuk perikanan tangkap, (v) revitalisasi hutan
tanaman industri (HTI), serta (vi) valuasi jasa kehutanan.
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Sektor Industri pengolahan ditargetkan akan tumbuh mencapai 5,3 persen dengan
didorong oleh: (i) realisasi pembangunan infrastruktur yang mendukung konektivitas
(jalan, jembatan, pelabuhan, bandara) serta energi (realisasi proyek-proyek pembangkit
listrik untuk mendukung program 35.000 MW), dan (ii) mulai efektifnya operasionalisasi
kawasan - kawasan industri seperti Kawasan Industri Sei Mangkei, Kuala Tanjung,
Ketapang, dan Morowali yang secara akses jalan dan listrik sudah cukup memadai. Selain
itu peningkatan investasi akan lebih banyak diarahkan untuk mendukung pertumbuhan
industri pengolahan yang memiliki nilai tambah tinggi dan menyerap banyak tenaga kerja.

Sektor konstruksi ditargetkan tumbuh 6,9 persen yang didukung oleh (i) meningkatnya
pembangunan konstruksi untuk sektor ketenagalistrikan seiring dengan pelaksanaan
Program Percepatan Pembangkit 35.000 GW serta program sebelumnya yakni 7.000 MW
(ii) implementasi program pembangunan infrastruktur pemerintah untuk konektivitas
dan perumahan/pemukiman (fasilitas bantuan subsidi perumahan), dan (iii) kebijakan
moneter dan kebijakan makroprudensial yang menjaga stabilitas ekonomi dan
mengakomodasi pertumbuhan ekonomi sehingga dapat mendorong perkembangan sektor
konstruksi swasta.

Sektor informasi dan komunikasi ditargetkan tumbuh 11,0 persen didorong oleh (i)
perluasan jaringan 4,0G dan 4,5G untuk meningkatkan kualitas dan pemakaian data
pengguna, dan (ii) optimalisasi operasional dan pembangunan fiber optik nasional yakni
palapa ring untuk menjangkau daerah-daerah yang minim fasilitas komunikasi dan
informasi komersial sehingga diperkirakan dapat meningkatkan pelayanan dan pengguna
baru.

Sektor perdagangan ditargetkan tumbuh sebesar 5,8 persen dengan didukung oleh (i)
meningkatkan aktivitas industri pengolahan sehingga mendorong peningkatan aktivitas
penyediaan pasokan dan distribusi pemasaran, (ii) peningkatan konsumsi rumah tangga
yang mendorong peningkatan aktivitas transaksi perdagangan, (iii) peningkatan ekspor
dan impor yang mendorong peningkatan aktivitas ekspedisi dan distribusi barang, dan
(iv) kebijakan pemerintah yang semakin kondusif dalam mendorong pengembangan
usaha dan wirausaha baru.

Sektor jasa keuangan ditargetkan tumbuh sebesar 10,5 persen, yang akan didukung oleh
kebijakan yang dapat mendorong: (i) peningkatan keuangan inklusif, melalui perluasan
pemanfaatan inovasi teknologi; (ii) peningkatan penetrasi layanan keuangan di desa dan
kota khususnya melalui peningkatan jumlah agen layanan keuangan tanpa kantor
(branchless banking), perluasan penggunaan tabungan dengan karakter basic saving
account (BSA), serta pembiayaan mikro, dan asuransi mikro dalam rangka pemberdayaan
pelaku Usaha Mikro dan Kecil; (iii) penguatan edukasi keuangan khususnya terkait
pemanfaatan inovasi teknologi dalam layanan keuangan dan perlindungan konsumen;
serta (iv) pengembangan keuangan syariah.

Selain keenam sektor utama di atas, beberapa sektor lain juga diharapkan dapat
mendukung pertumbuhan ekonomi. Beberapa sektor lain tersebut adalah listrik dan gas,
transportasi dan pergudangan, serta pertambangan dan penggalian.

Sektor listrik dan gas ditargetkan tumbuh 6,1 persen yang akan didorong oleh: (i)
operasionalisasi pembangkit listrik yang diperkirakan sudah pada tahap SLO/COD dalam
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rangka mencapai target 35.000 MW dan program 7.000 MW (ii) meningkatnya rasio
elektrifikasi rumah tangga dan industri, dan (iii) meningkatnya konsumsi gas bumi baik
untuk rumah tangga maupun transportasi seiring dengan program pembangunan jaringan
gas kota (jargaskot), penyesuaian harga gas yang lebih kompetitif, serta pembangunan
stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG).

Sektor transportasi dan pergudangan ditargetkan tumbuh 8,5 persen yang akan
didorong oleh: (i) perbaikan logistik dan infrastruktur yang meningkatkan konektivitas
sehingga menekan biaya transportasi dan pergudangan, (ii) peningkatan aktivitas
perdagangan barang dan jasa, (iii) peningkatan mobilitas masyarakat Indonesia antar
wilayah seiring dengan membaiknya sistem dan sarana transportasi; serta (iv) penerapan
inovasi teknologi informasi ke dalam sistem transportasi dan layanan antar.

Sektor pertambangan dan penggalian ditargetkan tumbuh 1,6 persen yang akan
didorong oleh: (i) perbaikan harga bahan mineral, termasuk migas, yang diperkirakan
akan kembali meningkat dan stabil di tahun 2018, (ii) realisasi kebijakan relaksasi ekspor
barang mineral yang dilakukan pemerintah untuk menggenjot kembali ekspor minerba,
dan (iii) peningkatan permintaan negara maju dan berkembang untuk memenuhi
kebutuhan energi industri dan rumah tangga di tengah terbatasnya pasokan akibat
penutupan tambang terkait isu lingkungan.

Menjaga stabilitas ekonomi Indonesia

Stabilitas ekonomi Indonesia sangat penting untuk tetap dijaga, karena ekonomi yang
stabil akan meningkatkan kepercayaan pasar dan menjaga keyakinan konsumen pada
tingkat yang baik. Kebijakan untuk menjaga stabilitas ekonomi akan dititikberatkan pada
upaya untuk: (i) menjaga stabilitas harga, yaitu melalui inflasi yang terjaga sesuai target
dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah; (ii) menjaga neraca pembayaran yang tetap
solid; serta (iii) menjaga stabilitas sistem keuangan yang antara lain melalui kebijakan
makroprudensial dan mikroprudensial.

Pada tahun 2018, inflasi diperkirakan masih menghadapi risiko dari dampak kebijakan
lanjutan administered price dan adanya peningkatan harga komoditas minyak dunia. Akan
tetapi dampak peningkatan inflasi tidak sebesar tahun 2017, sehingga pada tahun 2018
inflasi ditargetkan berada pada kisaran 2,5-4,5 persen dengan estimasi titik sebesar 4,0
persen. Sementara itu, nilai tukar diperkirakan akan berada di sekitar Rp13.500-13.800
per USD dengan kecenderungan terdepresiasi seiring dengan masih berlangsungnya
ketidakpastian ekonomi global. Namun demikian, nilai tukar Rupiah diperkirakan masih
sesuai fundamentalnya dengan tingkat volatilitas yang rendah, sehingga dapat tetap
menjaga kepercayaan pasar dan daya saing ekspor, menarik investasi masuk, serta
menghasilkan surplus neraca berjalan.

Stabil dan rendahnya inflasi akan didorong oleh stabilitas komponen inflasi volatile food,
administered price, dan inflasi inti. Secara umum, arah kebijakan pengendalian inflasi
difokuskan pada: (i) peningkatan produksi pangan, salah satunya melalui perbaikan pola
tanamy; (ii) penyediaan produk olahan oleh industri pangan; (iii) penguatan infrastruktur
logistik pangan di daerah, khususnya pergudangan, penyediaan data lalu lintas barang
terutama komoditas pangan; (iv) penggunaan insentif fiskal untuk mendorong pemerintah
daerah dalam rangka stabilisasi harga; (v) penguatan kerjasama antar daerah; (vi) edukasi
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masyarakat mengenai pola konsumsi dan alternatif pangan pokok; serta (vii) penguatan
koordinasi antara Pemerintah dengan BI (baik di tingkat pusat maupun daerah) melalui
forum Tim Pengendali Inflasi Pusat dan Daerah (TPI/TPID) yang sudah didukung oleh
Peraturan Presiden mengenai Tim Pengendalian Inflasi yang disahkan pada tahun 2017.

Stabilitas ekonomi juga tercermin dari defisit neraca berjalan yang diperkirakan akan
meningkat seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi domestik, tetapi defisit ini
masih dapat terjaga dalam batas yang aman. Penerimaan ekspor barang tahun 2018
diperkirakan mencapai USD169,8 miliar, didorong oleh penerimaan dari ekspor nonmigas
yang diperkirakan sebesar USD152,9 miliar seiring dengan peningkatan harga komoditas
global, implementasi kebijakan diversifikasi ekspor, dan pendalaman pasar ekspor yang
telah ada (existing market) melalui peningkatan keunggulan kompetitif. Sementara itu,
pengeluaran impor barang diperkirakan sebesar USD154,8 miliar, didorong oleh besarnya
impor nonmigas diperkirakan sebesar USD128,6 miliar, seiring dengan peningkatan
aktivitas produksi dalam negeri dan investasi yang membutuhkan bahan baku dan barang
modal. Sementara itu, defisit neraca perdagangan jasa diperkirakan akan menurun
menjadi USD4,3 miliar karena adanya peningkatan jumlah wisatawan mancanegara yang
cukup siginifikan. Dengan demikian, neraca transaksi berjalan pada tahun 2018
diperkirakan defisit sebesar USD21,1 miliar atau 1,9 persen terhadap PDB.

Defisit transaksi berjalan diperkirakan masih dapat ditutupi oleh neraca modal dan
finansial yang diperkirakan masih akan mengalami surplus di tahun 2018. Surplus neraca
modal dan finansial didukung oleh prospek perekonomian domestik yang semakin baik
akibat implementasi kebijakan pada tahun-tahun sebelumnya. Arus masuk Investasi
langsung (neto) diperkirakan masih cukup kuat pada kisaran USD13,8 miliar karena
didukung oleh semakin membaiknya iklim investasi, meningkatnya kemudahan berusaha
di Indonesia, serta daya tarik ekonomi Indonesia sebagai pasar yang besar dan tumbubh.
Namun demikian, pemulihan negara maju terutama AS dapat beresiko terhadap
melambatnya arus masuk investasi portofolio (neto) ke Indonesia sehingga
pertumbuhannya akan cenderung moderat. Secara keseluruhan, surplus neraca
pembayaran pada tahun 2018 diperkirakan mencapai USD9,2 miliar dengan cadangan
devisa di atas kecukupan standar internasional, yaitu sebesar USD135,0 miliar atau setara
dengan 8,6 bulan impor.

Stabilitas ekonomi juga akan dijaga melalui penerapan kebijakan makroprudensial dan
mikroprudensial agar dapat mencegah dan memitigasi perilaku sistem keuangan yang pro
terhadap siklus ekonomi (prosiklikalitas) dan risiko sistemik. Kebijakan makroprudensial
merupakan penerapan prinsip kehati-hatian pada sistem keuangan, dimana fokus
kebijakan tidak hanya pada lembaga keuangan saja, namun juga mencakup elemen sistem
keuangan lainnya seperti pasar keuangan, korporasi, rumah tangga dan infrastuktur
keuangan. Sementara itu, kebijakan mikroprudensial dapat memitigasi resiko yang
dihadapi dari institusi keuangan dengan mengukur tingkat kesehatan dan kinerja dari
institusi keuangan. Koordinasi yang kuat antara kebijakan makroprudensial dan
mikroprudensial dapat menjaga terciptanya stabilitas dan ketahanan sistem keuangan
secara menyeluruh.

Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan
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Target pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada dasarnya dapat dicapai dengan
memberikan stimulus permintaan yang sebesar-besarnya. Namun, kebijakan stimulus dari
sisi permintaan yang tidak diiringi dengan upaya perubahan ekonomi secara struktural
(kebijakan sisi penawaran) dapat menyebabkan ekonomi mengalami overheating. Selain
itu, pertumbuhan ekonomi yang tinggi perlu untuk dijaga keberlanjutannya dalam jangka
panjang, agar Indonesia dapat keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah
(middle income trap).

Untuk itu, Pemerintah tidak hanya akan menitikberatkan pada pertumbuhan tinggi jangka
pendek, tetapi juga akan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia jangka
panjang, melalui peningkatan produktivitas ekonomi dan memastikan terjadinya proses
transformasi struktural di perekonomian. Adapun kebijakan yang dilakukan untuk
meningkatkan produktivitas ekonomi adalah: (i) pembangunan infrastruktur secara masif,
yang ditujukan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah Indonesia; (ii)
pembenahan regulasi agar lebih pro bisnis; (iii) pembenahan pasar tenaga kerja; serta (iv)
reformasi fiskal dan reformasi sektor keuangan terutama sektor perbankan dan pasar
modal; (v) pengembangan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan efisiensi ekonomi;
dan (vi) peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Terkait sumber daya manusia, peningkatan kualitas sumber daya manusia tercermin dari
peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM! Indonesia meningkat dari 69,55
pada tahun 2015 menjadi 70,19 pada tahun 2016 didukung oleh perbaikan di bidang
kesehatan, yakni peningkatan angka harapan hidup menjadi 70,9 pada tahun 2016; bidang
pendidikan, di antaranya peningkatan harapan lama sekolah penduduk usia 7 tahun ke
atas dan rata-rata lama sekolah untuk penduduk usia 25 tahun masing-masing menjadi
12,72 dan 7,95 pada tahun 2016; dan bidang ekonomi, yakni peningkatan pengeluaran per
kapita menjadi Rp10.420.000 pada tahun 2016.

Pada tahun 2018, IPM ditargetkan meningkat menjadi sebesar 71,38. Untuk mencapai
target tersebut, selain melalui arah kebijakan dan pencapaian sasaran ekonomi, arah
kebijakan lain yang diperlukan adalah (i) meningkatkan akses terhadap pelayanan
kesehatan yang berkualitas yang difokuskan pada upaya untuk peningkatan kesehatan ibu
dan anak, penguatan upaya promotif dan preventif untuk mendorong masyarakat hidup
sehat, dan penurunan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan
penyakit tidak menular; (ii) meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan
melalui percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun untuk menjamin layanan
pendidikan dasar berkualitas dan memperluas akses pendidikan menengah berkualitas,
peningkatan kualitas pembelajaran, serta pemerataan akses, kualitas, dan relevansi
pendidikan tinggi; serta (iii) menjaga daya beli masyarakat terutama golongan menengah
ke bawah, sehingga pengeluaran riil masyarakat per kapita dapat lebih baik dari tahun
sebelumnya.

1Angka IPM ini menggunakan metede baru. Dalam RP[MN 2015-2019, target IPM dihitung dengan menggunakan metode
lama dimana kempenen penyusun IPM terdiri dari angka harapan hidup (AHH), rata-rata lama sekolah, angka melek huruf,
dan pendapatan. Mulai tahun 2015, pengukuran IPM dilakukan dengan metode baru, dimana angka melek huruf digantikan
dengan angka harapan lama sekelah dan indeks dihitung dengan rata-rata geometrik. Metede perhitungan ini dinilai lebih
relevan dalam menggambarkan perubahan situasi pembangunan manusia.
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Pencapaian pertumbuhan ekonomi berkelanjutan juga mensyaratkan pertumbuhan
ekonomi yang inklusif. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif tersebut tercermin di
antaranya melalui penurunan tingkat pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan.

Penurunan tingkat pengangguran terbuka bergantung pada kinerja pertumbuhan
ekonomi yang dapat menciptakan lapangan kerja yang baik seluas-luasnya. Pada tahun
2018, pemerintah menargetkan penciptaan lapangan kerja sebanyak dua juta orang dan
penurunan tingkat pengangguran terbuka sekitar 5,2 persen. Untuk mencapai target
tersebut, upaya strategis penciptaan lapangan kerja sejalan dengan strategi pencapaian
target pertumbuhan ekonomi, di antaranya: (i) Meningkatkan investasi, terutama yang
banyak menciptakan lapangan kerja formal; (ii) Memprioritaskan pengembangan industri
manufaktur padat pekerja; (iii) Meningkatkan program Pemerintah yang banyak
menciptakan lapangan kerja, seperti infrastruktur dan perluasan kesempatan berusaha;
(iv) Mengurangi hambatan di pasar kerja dengan mendorong hubungan industrial yang
harmonis dan menciptakan iklim ketenagakerjaan yang kondusif; dan (v) Meningkatkan
keahlian dan kompetensi tenaga kerja.

Didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan tingkat inflasi yang stabil, serta
pencapaian sasaran makro yang lain, tingkat kemiskinan di akhir tahun 2018 ditargetkan
turun sekitar 9,8 persen. Penurunan tingkat kemiskinan juga diarahkan melalui kebijakan
penanggulangan kemiskinan sebagai berikut:

a. Pelaksanaan program jaminan dan bantuan sosial secara tepat sasaran antara lain
melalui penyaluran bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran melalui satu kartu. Hal
ini diharapkan juga memperluas inklusi keuangan dan kepesertaan jaminan sosial;

b. Pemenuhan kebutuhan dasar melalui: (i) perluasan penyediaan sarana dan prasarana
dasar; (ii) peningkatan inklusivitas pelayanan dasar; dan (iii) peningkatan
pemanfaatan Basis Data Terpadu untuk mensasar kebutuhan dasar 40% penduduk
berpendapatan terendah, seperti dokumen kependudukan dan perumahan.

c. Perluasan akses usaha mikro, kecil, dan koperasi antara lain melalui: (i) peningkatan
kualitas produk dan akses jangkauan pemasaran bagi usaha mikro dan kecil; (ii)
peningkatan akses terhadap permodalan usaha; dan (iii) peningkatan kemudahan,
kepastian dan perlindungan usaha.

Pada tahun 2018, tingkat ketimpangan di masyarakat diharapkan juga dapat mengalami
perbaikan. Gini rasio, sebagai salah satu ukuran tingkat ketimpangan, ditargetkan turun
menjadi 0,38. Target ini dapat dicapai jika pembangunan ekonomi dapat dinikmati lebih
merata oleh seluruh masyarakat dan lapangan kerja tersedia, termasuk bagi penduduk
miskin dan rentan. Beberapa upaya untuk memutus siklus ketimpangan antar generasi
juga dilakukan melalui: (i) Perbaikan akses yang menunjang kegiatan ekonomi produktif,
termasuk akses kepemilikan lahan dan permodalan; (ii) Penciptaan lapangan kerja
melalui peningkatan keterampilan terutama bagi pekerja rentan dan perluasan
kesempatan kerja agar kesejahteraannya terus meningkat dan berkelanjutan; (iii)
Perlindungan sosial bagi kelompok miskin dan rentan, termasuk bila terjadi guncangan
terkait kesehatan, lapangan pekerjaan, sosial dan ekonomi; (iv) Pemberantasan korupsi
dan perbaikan tata kelola program-program pembangunan secara konsisten, agar manfaat
pembangunan dapat lebih dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
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Aspek lain yang tidak kalah pentingnya dari pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan
adalah aspek lingkungan. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang meningkat diharapkan
dicapai melalui kebijakan-kebijakan yang tetap mampu menjaga daya dukung lingkungan.

2.1.3 Kebutuhan Investasi dan Sumber Pembiayaan

Kebutuhan Investasi

Untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi tahun 2018, kebutuhan investasi yang
diperlukan sekitar Rp5.248,7 triliun. Dari total kebutuhan investasi tersebut, investasi
pemerintah akan menyumbang 8,4 persen, sebesar Rp443,4 triliun. Selain dari
pemerintah, belanja modal BUMN (capital expenditure) diharapkan dapat ditingkatkan
hingga mencapai Rp665,1 triliun. Sisanya akan berasal dari swasta sebesar Rp4.140,2
triliun, dimana dalam bentuk PMA dan PMDN akan menyumbang sebesar Rp795,0 triliun.

TABEL 2.8
KEBUTUHAN INVESTASI 2018

Uraian Nilai (Rp Triliun) Proporsi (Persen)
Total Kebutuhan Investasi 5.248,7 100,0
a. Investasi Pemerintah 443,4 8,4
b. Investasi BUMN 665,1 127
c. Investasi Swasta 4.140,2 78,9
- PMA dan PMDN 7950 152
- Swasta Lainnya 3.345,2 63,7

Sumber Pembiayaan

Untuk memenuhi kebutuhan investasi di tahun 2018, maka dibutuhkan sumber
pembiayaan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Sumber pembiayaan dalam
negeri dapat diperoleh dari kredit perbankan, penerbitan saham, penerbitan obligasi, data
internal BUMN serta dana internal masyarakat. Dana internal masyarakat merupakan
penyumbang terbesar dalam sumber pembiayaan yaitu sebesar 61,6 persen dari total.
Sumber pembiayaan lainnya berasal dari kredit perbankan yaitu sebesar 8,7 persen;
penerbitan obligasi sebesar 10,4 persen; dana internal BUMN sebesar 6,4 persen; serta
penerbitan saham 2,0 persen dari total. Sumber pembiayaan luar negeri diperkirakan
akan diperoleh dari penanaman modal asing, hutang swasta, dan hibah. Sumber
pembiayaan luar negeri diperkirakan dapat memberikan kontribusi untuk tahun 2018
sebesar 10,9 persen dari total seluruh pembiayaan yang diperlukan.

TABEL 2.9
SUMBER PEMBIAYAAN INVESTASI 2018

Uraian Proporsi

(Persen)
Kredit Perbankan 8,7
Luar Negeri 10,9
Penerbitan Saham 2,0
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Penerbitan Obligasi 10,4
Dana Internal BUMN 6,4
Dana Internal Masyarakat 61,6

2.2 Arah Pengembangan Wilayah

2.2.1 Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah

Sesuai dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018, maka pengembangan
wilayah akan ditujukan pada pertumbuhan dan pemerataan pembangunan. Pertumbuhan
pembangunan daerah pada tahun 2018 akan didorong melalui pertumbuhan peranan
sektor jasa-jasa, sektor industri pengolahan dan sektor pertanian. Peningkatan kontribusi
sektor-sektor tersebut dilakukan seiring dengan terus dikembangkannya kawasan-
kawasan strategis di wilayah yang menjadi main prime mover (pendorong pertumbuhan
utama) antara lain Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Industri, Kawasan Perkotaan
(megapolitan dan metropolitan), Kawasan Pariwisata serta Kawasan yang berbasis
pertanian dan potensi wilayah seperti agropolitan dan minapolitan.

Dari sisi pemerataan pembangunan, kebijakan pembangunan daerah diarahkan untuk
pengurangan kesenjangan antarwilayah terutama untuk pembangunan kawasan barat dan
kawasan timur Indonesia, termasuk wilayah perdesaan, daerah tertinggal dan perbatasan.
Kebijakan yang dilakukan adalah dengan mendorong transformasi dan akselerasi
pembangunan infrastruktur serta mendorong peningkatan investasi di wilayah Papua,
Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Kalimantan, dan Sumatera; dengan tetap menjaga
momentum pembangunan Wilayah Jawa.

Pengembangan wilayah didasarkan pada 7 (tujuh) pengembangan wilayah pulau yang
meliputi Wilayah Pulau Papua, Wilayah Kepulauan Maluku, Wilayah Kepulauan Nusa
Tenggara, Wilayah Pulau Sulawesi, Wilayah Pulau Kalimantan, Wilayah Pulau Jawa-Bali
dan Wilayah Pulau Sumatera. Sasaran pengembangan wilayah tahun 2018 ditujukan pada
pertumbuhan dan pemerataan antarwilayah dengan lebih meningkatkan peran ekonomi
wilayah luar Jawa.

TABEL 2.10
SASARAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN ANTARWILAYAH
Wilayah 2015 (%) 2018 (%) 2019 (%)
Sumatera 22321 2212 22,02
Jawa 58,29 58,59 58,34
Kalimantan 8,15 775 7,68
Sulawesi ‘ 592 6,34 6,43
Bali dan Nusa Tenggara 3,06 3,09 3,10
Maluku 0,52 0,54 0,55
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Papua 1,85 1,88 1,89

2.2.2 Arah Pengembangan Wilayah Papua

Pada tahun 2018, peran wilayah Papua terhadap perekonomian nasional diharapkan
meningkat dengan fokus pengembangan wilayah pada potensi dan keunggulan wilayah
Papua. Pengembangan infrastruktur dalam RKP 2018 diarahkan pada upaya penurunan
kesenjangan intrawilayah Papua, khususnya wilayah pegunungan. Pada tahun 2018,
Perekonomian Wilayah Pulau Papua diharapkan dapat meningkatkan kontribusinya
menjadi sebesar 1,88 persen terhadap perekonomian nasional dengan rata-rata
pertumbuhan ekonomi sekitar 6,81 persen pada tahun 2018. Wilayah Papua berpotensi
besar untuk menjadi penggerak ekonomi Indonesia bagian timur melalui kelimpahan
sumber daya alamnya di berbagai sektor baik perikanan, pertanian/perkebunan, industri
agro dan pangan, pariwisata bahari dan alam, maupun pertambangan. Arah kebijakan
pembangunan di Wilayah Pulau Papua juga ditujukan untuk mendukung upaya untuk
mewujudkan pusat pengembangan wilayah berbasis kampung masyarakat adat yang
didukung oleh prasarana dan sarana yang handal.

Wilayah Papua 2018

Sasaran Laju Pertumbuhan Ekonomi 6,81
Sasaran Tingkat Kemiskinan 25,85
Sasaran Tingkat Pengangguran Terbuka 3,60

Pariwisata Raja Ampat
Kab. Raja Ampat, Papua Barat

***( «iBintuni ———
E Kab, Bintuni, Papua Barat -

&
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Indikator Prov. Papua Barat 2018 Indikator Prov. Papua 2018
Pertumbuhan Ekonomi 6,96% Pertumbuhan Ekonomi 6,75%
Tingkat Kemiskinan 22,44% || Tingkat Kemiskinan 26,82%
Tingkat Pengangguran 7,7% Tingkat Pengangguran 3,6%

. Kawasan Strategis Prioritas Nasional 2018

(© Kawasan strategis Prioritas RPJMN 2015-2019

2.2.3 Arah Pengembangan Wilayah Kepulauan Maluku

Peran wilayah Kepulauan Maluku terhadap perekonomian nasional diharapkan meningkat
di tahun 2018 dengan fokus pengembangan wilayah pada potensi dan keunggulan wilayah
Maluku. Pengembangan infrastruktur dalam RKP 2018 diarahkan pada upaya penurunan
kesenjangan intrawilayah Maluku, khususnya dalam hal peningkatan konektivitas wilayah
kepulauan. Pada tahun 2018, Wilayah Kepulauan Maluku diharapkan dapat meningkatkan
kontribusinya menjadi sebesar 0,54 persen terhadap perekonomian nasional dengan rata-
rata pertumbuhan ekonomi sekitar 6,10 persen di tahun 2018. Wilayah Kepulauan Maluku
memiliki potensi sumber daya laut dan mineral yang cukup signifikan. Melihat kondisi
tersebut, arah kebijakan pembangunan wilayah Kepulauan Maluku difokuskan kepada
pendayagunaan sumberdaya kelautan, daratan, serta pengembangan kawasan perbatasan
berwawasan lingkungan.

Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Morotai sebagai kawasan pariwisata juga
diharapkan dapat menopang peningkatan di sektor jasa. Di sisi sektor pertanian,
peningkatan peran terhadap nasional didorong melalui optimalisasi dalam mewujudkan
lumbung ikan nasional yang berkelanjutan di wilayah Kepulauan Maluku serta pusat
pertumbuhan ekonomi berbasis minyak dan gas bumi lepas pantai, perkebunan rempah-
rempah, serta kehutanan yang berkelanjutan dengan memperhatikan ekosistem Wilayah
Pesisir dan Pulau Kecil termasuk pengembangan minapolitan.

48 Wilayah Maluku 2018
. Sasaran Laju Pertumbuhan Ekonomi 6,10

f 9 = Sasaran Tingkat Kemiskinan 12,52

,», % ey Sasaran Tingkat Pengangguran Terbuka 4,90

R
- | Indikator Prov. Maluku Utara | 2018 |
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Pertumbuhan Ekonomi 6,20

Tingkat Kemiskinan 5,59

Tingkat Pengangguran 3,80
Indikator Prov. Maluku 2018
Pertumbuhan Ekonomi 6.01
Tingkat Kemiskinan 17,34
Tingkat Pengangguran 6,10

2.2.4 Arah Pengembangan Wilayah Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara

Peran wilayah Bali - Kepulauan Nusa Tenggara terhadap perekonomian nasional
diharapkan meningkat di tahun 2018 dengan fokus pengembangan wilayah pada potensi
dan keunggulan wilayah. Pengembangan infrastruktur dalam RKP 2018 diarahkan pada
upaya penurunan kesenjangan intrawilayah Bali - Kepulauan Nusa Tenggara dan antar
wilayah, khususnya dalam hal peningkatan konektivitas wilayah kepulauan.

Pada tahun 2018, Wilayah Kepulauan Bali-Nusa Tenggara diharapkan dapat
meningkatkan kontribusinya menjadi sebesar 3,09 persen terhadap perekonomian
nasional dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sekitar 6,22 persen selama 2018.
Wilayah Kepulauan Bali - Nusa Tenggara memiliki potensi besar dalam sektor pertanian,
peternakan, perikanan, terutama pariwisata. Pengembangan kawasan metropolitan serta
kawasan pariwisata Bali dan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Mandalika diharapkan
dapat menjadi pusat-pusat pertumbuhan yang mendorong peningkatan sektor jasa. Dari
sisi pengembangan sektor pertanian diarahkan untuk mewujudkan pusat pertumbuhan
ekonomi berbasis pariwisata, perikanan dan kelautan, pertanian[B1] yang berdaya saing
dengan prinsip berkelanjutan melalui pengembangan kawasan minapolitan serta upaya
untuk mewujudkan sebagai lumbung ternak nasional. Sementara peningkatan sektor
industri pengolahan diarahkan melalui peningkatan industri pangan (pengolahan ikan,
garam, kopi), industri pengolah mutiara, industri kerajinan tenun.

Wilayah Bali- Nusa Tenggara 2018

Sasaran Laju Pertumbuhan Ekonomi 6,22

Sasaran Tingkat Kemiskinan 13,87

Sasaran Tingkat Pengangguran Terbuka 2,80
Indikator Prov. Bali 2018 |
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Pertumbuhan Ekonomi 6,19
Tingkat Kemiskinan 4,14
Tingkat Pengangguran 170 Indikator Prov. NTT 2018
Pertumbuhan Ekonomi 5,89
Tingkat Kemiskinan 20,36
Tingkat Pengangguran 2,20
Destinasi Pariwisata ’
Utama - Bali
Indikator Prov. NTB 2018
Pertumbuhan Ekonomi 6,48
Tingkat Kemiskinan 15,34
Tingkat Pengangguran 3,40

Kawasan Strategis Prioritas Nasional 2018

o Kawasan Strategis Prioritas RPJMN 2015-2019
2.2.5 Arah Pengembangan Wilayah Pulau Sulawesi

Pada tahun 2018, peran wilayah Sulawesi terhadap perekonomian nasional diharapkan
terus meningkat dengan fokus pengembangan wilayah pada potensi dan keunggulan
wilayah Sulawesi. Pengembangan infrastruktur dalam RKP 2018 diarahkan pada upaya
penurunan kesenjangan intrawilayah Sulawesi dan dengan wilayah lainnya.

Pada tahun 2018, Wilayah Pulau Sulawesi diharapkan dapat meningkatkan kontribusinya
menjadi sebesar 6,34 persen terhadap perekonomian nasional dengan pertumbuhan
ekonomi sekitar 7,83 persen pada tahun 2018. Pulau Sulawesi merupakan salah satu
pulau yang berpotensi besar baik sebagai penggerak ekonomi, sumber kebudayaan
Indonesia, maupun sumber keanekaragaman hayati Indonesia.

Sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan pertambangan menjadi keunggulan Pulau
Sulawesi. Pengembangan di sektor pertanian diarahkan untuk mewujudkan lumbung
pangan padi nasional di bagian selatan Pulau Sulawesi dan lumbung pangan jagung
nasional di bagian utara Pulau Sulawesi serta pusat perkebunan kakao berbasis bisnis di
bagian tengah Pulau Sulawesi. Peningkatan peran di sektor jasa didorong dengan
pengembangan kawasan metropolitan serta pengembangan akses dan infrastruktur
transportasi untuk perdagangan ke luar Indonesia. Selain itu, pengembangan Kawasan
Pariwisata diharapkan dapat mendorong peningkatan sektor jasa. Sedangkan peningkatan
sektor industri pengolahan akan didorong dengan industri pengolahan dan industri jasa
hasil perkebunan kakao dan pengembangan industri barang dari rotan serta

II - 36 | RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018



2017, No.730 55

pembangunan industri pengolahan logam dasar dan non logam dengan memperhatikan
daya dukung dan daya tampung

: lingkungan hidup.
Sasaran Laju Pertumbuhan Ekonomi
Sasaran Tingkat Pengangguran Terbuka 4,00 o
T3 ‘e
. 4

Pertumbuhan Ekonomi | 645 |

Tingkat Pengangguran

Pertumbuhan Ekonomi 6,80

Tingkat Pengangguran

KI Morowal
Kab.Morowali, Sult

Pertumbuhan Ekonomi 10,79

Tint Pengangguran 3.00

Pariwisata Tana
Toraja

Sulawesi Selatan

Pariwisata Wak:
Sulawesi Tenggara

7,07

2.20

. Kawasan Strategis

Pertumbuhan Ekonoi 7,56

3 Kawasan Strategis
Tingkat Pengangguran 4,00

2.2.6 Arah Pengembangan Wilayah Pulau Kalimantan

Pada tahun 2018, peran wilayah Kalimantan terhadap perekonomian nasional diharapkan
terus meningkat dengan fokus pengembangan wilayah pada potensi dan keunggulan
wilayah Kalimantan. Pengembangan infrastruktur dalam RKP 2018 diarahkan pada upaya
penurunan Kesenjangan intrawilayah Kalimantan, khususnya kesenjangan di daerah
perbatasan dan dengan wilayah lainnya.
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Pada tahun 2018, Wilayah Pulau Kalimantan diharapkan memberikan kontribusi sebesar
7,75 persen terhadap perekonomian nasional dengan rata pertumbuhan ekonomi sekitar
3,59 persen di tahun 2018. Pulau Kalimantan memiliki limpahan sumber daya alam yang
besar, terutama dalam hal kehutanan dan pertambangan. Di sisi lain, pulau yang
didominasi kawasan hutan tersebut perlu dijaga kelestariannya terutama sebagai paru-
paru Indonesia. Agroforestry menjadi salah satu konsep yang bisa diterapkan selama tidak
merusak keseimbangan daya dukung lingkungan dan sebagai upaya untuk berproduksi
tanpa mengubah tutupan lahan secara drastis.

Pengembangan sektor jasa didorong dengan pengembangan kawasan metropolitan. Dalam
konteks antrawilayah di pulau Kalimantan, diarahkan untuk mewujudkan jaringan
transportasi antarmoda yang dapat meningkatkan keterkaitan antarwilayah, efisiensi
ekonomi, serta membuka keterisolasian wilayah termasuk pengembangan jaringan
transportasi antarmoda yang terpadu dan efisien untuk menghubungkan kawasan
produksi komoditas unggulan menuju bandar udara dan/atau pelabuhan, dan
antarkawasan perkotaan, serta membuka keterisolasian wilayah.

Pengembangan di sektor industri pengolahan ditopang dengan upaya untuk mewujudkan
kemandirian energi dan lumbung energi nasional untuk ketenagalistrikan yang sekaligus
dapat mendukung industri pengolahan dan industri jasa hasil pertambangan mineral,
batubara, serta minyak dan gas bumi. Beberapa kawasan strategis yang diarahkan menjadi
motor penggerak perekonomian wilayah Kalimantan anatara lain Kawasan Ekonomi
Khusus Maloy. Di masa mendatang berbagai upaya reklamasi dan kegiatan pasca tambang
pada kawasan peruntukan pertambangan sangat diperlukan untuk memulihkan kualitas
lingkungan dan ekosistem.

Mengingat wilayah Kalimantan yang cukup luas, maka sektor pertanian akan didorong
untuk mewujudkan swasembada pangan dan menjadikan wilayah Kalimantan sebagai
salah satu lumbung pangan nasional melalui pengembangan sentra pertanian tanaman
pangan dan sentra perikanan yang didukung dengan industri pengolahan dan industri jasa
untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional.

| Indikator Prov. Kalimantan Utara [ 2018 I
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. Kawasan Strategis Prioritas Nasional 2018

@ Kawasan Strategis Prioritas RPJMN 2015-2019

2.2.7 Arah Pengembangan Wilayah Pulau Jawa

Pada tahun 2018, peran wilayah Jawa terhadap perekonomian nasional diperkirakan
sedikit menurun seiring dengan semakin meningkatnya kontribusi wilayah di luar Jawa
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terhadap perekonomian nasional, namun perekonomian wilayah Jawa tetap tumbuh
positif. Pengembangan wilayah Jawa diarahkan pada pengembangan potensi dan
keunggulan wilayah Jawa. Pengembangan infrastruktur dalam RKP 2018 diarahkan pada
upaya penurunan kesenjangan, khususnya kesenjangan antara wilayah utara dan selatan
Jawa.

Pada tahun 2018, Wilayah Pulau Jawa diperkirakan akan menurun kontribusinya menjadi
sebesar 58,59 persen terhadap perekonomian nasional dengan menjaga momentum
pertumbuhan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sekitar 5,63 persen selama 2018.
Sebagai penggerak ekonomi nasional, Pulau Jawa merupakan pusat dari kegiatan Industri
nasional serta penghubung antara kegiatan pertanian dengan non pertanian. Dari segi
pertanian, salah satu potensi terbesar Pulau Jawa adalah kondisi tanahnya yang sangat
cocok untuk produksi pangan, terutama padi sehingga diarahkan untuk mewujudkan
lumbung pangan nasional yang berkelanjutan. Sedangkan dari segi Industri, pulau Jawa
telah dilengkapi dengan ketersediaan dan kualitas infrastruktur serta sumberdaya
manusia yang yang memadai. Potensi lain yang dimiliki adalah posisinya secara geografis
maupun ekonomis sebagai hub perdagangan domestik maupun internasional. Strategi
pengembangan Pulau Jawa selain diharapkan mengarah pada pemertahanan lahan
pertanian, juga pada peningkatan keterhubungan (linkages) antara kegiatan pertanian,
industri (pengolahan maupun kreatif), serta perdagangan dan jasa yang berwawasan
lingkungan.

Sumbangan terhadap peningkatan pertumbuhan sektor jasa didorong melalui
pengembangan kawasan megapolitan dan metropolitan yang didukung pemantapan
jaringan transportasi yang terpadu untuk meningkatkan keterkaitan antarwilayah dan
efisiensi ekonomi. Peningkatan sektor jasa didorong pula dengan mewujudkan pusat
pariwisata berdaya saing internasional berbasis cagar budaya dan ilmu pengetahuan,
bahari, ekowisata serta berbagai penyelenggaraan pertemuan, konferensi, dan pameran.
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Sasaran Laju Pertumbuhan Ekonomi
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2.2.8 Arah Pengembangan Wilayah Pulau Sumatera

Peran wilayah Sumatera pada tahun 2018 terhadap perekonomian nasional diharapkan
meningkat. Pengembangan wilayah Sumatera diarahkan pada pengembangan potensi dan
keunggulan wilayah. Pengembangan infrastruktur dalam RKP 2018 diarahkan pada upaya
penurunan kesenjangan, khususnya kesenjangan antara wilayah barat dan timur
Sumatera.

Pada tahun 2018, Wilayah Pulau Sumatera kontribusinya diperkirakan sebesar 22,12
persen terhadap perekonomian nasional dengan menjaga momentum pertumbuhan
dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sekitar 5,35 persen selama tahun 2018. Pulau
Sumatera mempunyai potensi besar pada sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan/
kelautan. Pengembangan sentra perkebunan atau pertanian dengan konsep agrobisnis
dapat menjadi satu potensi ekonomi untuk dikembangkan antara lain pengembangan
sentra perkebunan agrobisnis kelapa sawit, karet, kopi, dan tembakau. Di sisi lain, wilayah
Sumatera juga diarahkan untuk sebagai salah satu wilayah untuk mewujudkan
swasembada pangan dan lumbung pangan nasional.

Dari sisi peningkatan sektor industri pengolahan, posisi geografis wilayah Sumatera yang
strategis sebagai pintu utama perdangan internasional, diarahkan untuk mewujudkan
pusat industri yang berdaya saing antara lain industri kimia dasar, industri pangan,
industri elektronika dan industri kapal. Sedangkan pengembangan sektor jasa di wilayah
Sumatera didukung oleh pengembangan kawasan metropolitan sebagai pusat-pusat serta
pengembangan Kawasan Pariwisata Danau Toba dan Kawasan Ekonomi Khusus
Pariwisata Tanjung Kelayang. Peningkatan sektor jasa juga ditopang dengan perwujudan
jaringan transportasi antarmoda yang dapat meningkatkan keterkaitan antarwilayah,
efisiensi ekonomi, serta membuka keterisolasian wilayah.
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2.3 Pendanaan Pembangunan

Kerangka pendanaan merupakan salah satu bagian dari rencana tindak pencapaian
sasaran prioritas pembangunan berdasarkan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018.
Kerangka pendanaan pada RKP tahun 2018 tetap difokuskan pada peningkatan kualitas
belanja publik dengan tetap memperhatikan pendanaan untuk rencana pencapaian
prioritas nasional. Kebijakan pendanaan tetap diarahkan untuk memperkuat money follow
program sebagaimana telah diimplentasikan pada RKP tahun 2017. Untuk RKP tahun
2018 dilakukan perkuatan pada aspek pengendalian program. Perencanaan dan
pendanaan program pembangunan tersebut disertai dengan langkah pengintegrasian

RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | II- 43

www.peraturan.go.id



-50-

kebijakan antar sektor. Pengintegrasian tersebut juga mencakup pengintegrasian dan
optimalisasi potensi sumber pendanaan pembangunan seperti belanja subsidi, hibah
daerah, Dana Transfer Khusus, Dana Desa dan lain sebagainya.

Dengan demikian, kerangka pendanaan yang disusun diarahkan secara terpadu baik antar
instansi, antar tingkatan pemerintah maupun antara pemerintah dan masyarakat dengan
didukung oleh kerangka kelembagaan dan kerangka regulasi.

2.3.1 Pagu Indikatif Belanja Kementerian/Lembaga

Didalam merencanakan pencapaian sasaran pembangunan, Pemerintah telah menyusun
Pagu Indikatif seluruh Kementerian/Lembaga tahun 2018 (Lampiran 2). Pagu Indikatif ini
merupakan pagu ancar-ancar yang digunakan untuk penyusunan rencana pembangunan
yang selanjutnya dipertajam menjadi alokasi anggaran Kementerian/Lembaga tahun
2018.

2.3.2 Dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa

Dana Transfer ke daerah dan Dana Desa dibagi dalam 5 (lima) komponen, yaitu: (1) Dana
Transfer Umum yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU);
(2) Dana Transfer Khusus yang terdiri atas Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non
Fisik; (3) Dana Insentif Daerah; (4) Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan D.I
Yogyakarta; dan 5) Dana Desa.
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TABEL 2.11
ARAH KEBIJAKAN DANA TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
TAHUN 2018

Jenis Dana Transfer

Definisi dan Arah Kebijakan

ke Daerah
1 Dana Perimbangan
11 Dana Transfer Umum Dana Transfer Umum merupakan transfer ke daerah yang bersifat block grant,

yaitu penggunaannya sepenuhnya menjadi kewenangan daerah. Pemerintah
Daerah memiliki diskresi untuk menggunakan Dana Transfer Umum sesuai dengan
kebutuhan dan prioritas daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat
dengan cara mempercepat pembangunan dan difokuskan untuk meningkatkan
sarana/prasarana dan kualitas layanan publik.

Namun demikian untuk perbaikan infrastruktur, DTU diarahkan penggunaannya,
yaitu sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja
infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan
fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan
kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan
publik antardaerah.

1.1.1 Dana Bagi Hasil (DBH) DBH merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan
kepada daerah dengan angka persentase tertentu, untuk mendanai kebutuhan
daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH dibagi menjadi dua jenis
yaitu DBH Pajak dan Sumber Daya Alam (SDA). DBH dialokasikan untuk
mengurangi ketimpangan fiskal vertikal antara pemerintah pusat dan daerah,
berdasarkan prinsip by origin yaitu daerah penghasil mendapatkan bagian yang
lebih besar; dan daerah lain dalam satu provinsi mendapatkan bagian berdasarkan
pemerataan. DBH disalurkan berdasarkan realisasi penerimaan negara pajak dan
bukan pajak tahun berjalan, dengan arah kebijakan:

(i) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan DBH;

(ii) Menetapkan alokasi DBH tepat waktu dan tepat jumlah sesuai dengan
rencana penerimaan pajak dan sumber daya alam yang dibagihasilkan dan
potensi daerah penghasil;

(iii) Menyempurnakan sistem penganggaran dan pelaksanaan atas PNBP yang
dibagihasilkan ke daerah;

(iv) Memperbaiki pola penyaluran dengan mempertimbangkan kondisi kas
negara dan kas daerah;

{(v) Memperkuat sistem pengendalian, monitoring, dan evaluasi atas penggunaan
DBH yang penggunaannya sudah ditentukan;

{vi) Mempercepat penyelesaian kurang bayar DBH dalam hal masih terdapat
kurang bayar;

(vii) Membagi penerimaan PBB bagian pusat sebesar 10 persen secara merata
kepada seluruh kabupaten/kota;

(viii) Menambah cakupan DBH PBB, selain PBB sektor pertambangan, perkebunan,
dan perhutanan, juga termasuk sektor lainnya, yaitu PBB perikanan dan PBB
atas kabel bawah laut;

(ix) Memperluas penggunaan DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) yang semula
berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai hanya
dapat digunakan untuk mendanai lima kegiatan, yaitu: {(a) peningkatan
kualitas bahan baku; (b) pembinaan industri; (¢) pembinaan lingkungan
sosial; (d) sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan/atau (e) pemberantasan
barang kena cukai ilegal, diubah menjadi dapat juga digunakan untuk
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Jenis Dana Transfer
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Definisi dan Arah Kebijakan

1.1.2

1.2

Dana Alokasi Umum
(DAU)

Dana Transfer Khusus

mendanai kegiatan yang lain sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah
{(block grant) dengan porsi maksimal 50 persen dari besarnya alokasi DBH
CHT per daerah;

{x) Mengalokasikan DBH SDA Kehutanan yang berasal dari Dana Reboisasi dari
semula ke kabupaten/kota penghasil menjadi ke provinsi penghasil untuk
membiayai kegiatan reboisasi dan rehabilitasi hutan di wilayah provinsi
tersebut, sejalan dengan pengalihan kewenangan di bidang kehutanan
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;

(xi) Mendorong peningkatan optimalisasi dan efektivitas penggunaan DBH SDA,
khususnya DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi yang menjadi kewenangan
provinsi dan sisa DBH SDA Dana Reboisasi yang menjadi kewenangan
kabupaten/kota dengan memperbaiki peraturan pelaksanaannya;

(xii) Menegaskan sifat DBH SDA sebagai dana block grant dengan menghilangkan
earmarked 0,5 persen dari DBH SDA Minyak dan Gas Bumi untuk bidang
pendidikan;

(xiii) Mempertegas penggunaan biaya pemungutan PBB sebesar 9% yang
merupakan bagian daerah untuk mendanai kegiatan sesuai dengan
kebutuhan dan prioritas daerah (block grant).

DAU merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah
dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai
kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Adapun arah
kebijakan DAU:

(i) Mendorong penajaman pemanfaatan DAU melalui rasionalisasi belanja
pegawai di Daerah;

(ii) Mendorong efektivitas DAU dalam pemenuhan pelayanan dasar (SPM);

(iii) Menyempurnakan formulasi perhitungan PDN Neto dan kebutuhan fiskal
daerah (IKK sebagai faktor pengali) dalam perhitungan alokasi DAU;

(iv) Memperhitungkan dampak pengalihan pendidikan SMA/SMK dan urusan
lainnya dari kabupaten/kota ke provinsi sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014, terhadap peningkatan beban kebutuhan
belanja pegawai APBD provinsi, melalui perubahan bobot Alokasi Dasar
dan/atau proporsi pembagian DAU provinsi dan kabupaten/kota;

{(v) Memberikan afirmasi kepada daerah kepulauan dengan menambahkan sub
variabel luas wilayah laut dalam variabel luas wilayah;

(vi) Pagu DAU nasional dalam APBN tidak bersifat final atau dapat diubah sesuai
perubahan PDN neto dalam Perubahan APBN.

Dana Transfer Khusus merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN
yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu
mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah (sesuai dengan
pembagian urusan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah) dan sesuai dengan Prioritas Nasional (bersifat specific grant).
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Jenis Dana Transfer

Definisi dan Arah Kebijakan

ke Daerah
1.2.1 Dana Alokasi Khusus 1. Jenis dan bidang DAK Fisik disempurnakan sesuai dengan prinsip money follow
(DAK) Fisik program, berbasis proposal, serta dilakukan sinkronisasi DAK dengan belanja
K/L; dan

2. Penguatan peran Provinsi dalam sinkronisasi usulan DAK Fisik.

Secara umum di tahun 2018 terdapat tiga jenis DAK yakni DAK Reguler, DAK
Afirmasi, dan DAK Penugasan. DAK Reguler terdiri atas 11 bidang, DAK Afirmasi
terdiri atas 6 bidang, dan DAK Penugasan terdiri atas 9 bidang.

a DAK Reguler 1. Membantu mendanai kegiatan untuk penyediaan pelayanan dasar sesuai UU
23/ 2014 dengan target pemenuhan Standar Pelayanan Minimal dan
ketersediaan sarana dan prasarana untuk pencapaian Program Presiden
Ekonomi Berkeadilan;

2. Membiayai kegiatan untuk bidang: (i) Pendidikan; (ii) Kesehatan dan KB; (iii)
Air Minum; (iv) Sanitasi; (v) Perumahan dan Permukiman; {(vi) Pasar; {vii)
Industri Kecil dan Menengah (IKM); (viii) Pertanian; (ix) Kelautan dan
Perikanan; (x) Pariwisata; dan (xi) Jalan.

Reguler Bidang Arah Kebijakan

Pendidikan Memberikan bantuan kepada pemerintah daerah untuk menyediakan sarana dan

prasarana pendidikan dalam rangka pemenuhan secara bertahap Standar
Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan, dan pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan
12 Tahun yang berkualitas.

Ruang Lingkup Menu/Kegiatan
Adapun ruang lingkup kegiatannya ialah:
Reguler Sub Bidang SD (Kab/Kota)

1. Rehabilitasi ruang kelas, ruang penunjang lainnya, ruang perpustakaan
dan/atau ruang guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat, baik
beserta perabotnya atau tanpa perabotnya dan jamban siswa/guru
dengan tingkat kerusakan sedang atau berat, baik beserta sanitasinya
atau tanpa sanitasinya

2.  Pembangunan ruang kelas baru (RKB) berikut perabotnya dan jamban
siswa/guru beserta sanitasinya.

3. Buku koleksi perpustakaan.
Reguler Sub Bidang SMP (Kab/Kota)

1. Rehabilitasi ruang belajar, ruang penunjang lainnya, ruang perpustakaan
dan/atau ruang guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat, baik
beserta perabotnya atau tanpa perabotnya dan jamban siswa/guru
dengan tingkat kerusakan sedang atau berat, baik beserta sanitasinya
atau tanpa sanitasinya

2. Pembangunan ruang kelas baru (RKB) ruang laboratorium IPA, dan ruang
perpustakaan beserta perabotnya, serta jamban siswa/guru beserta
sanitasinya.

3. Pengadaan peralatan laboratorium dan alat peraga pendidikan, sarana
PJOK dan/atau seni budaya, media pembelajaran, dan buku koleksi
perpustakaan sekolah

Reguler Sub Bidang SMA (Provinsi)

1. Rehabilitasi ruang belajar, ruang penunjang lainnya, ruang perpustakaan
dan/atau ruang guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat,
baik beserta perabotnya atau tanpa perabotnya dan jamban siswa/guru
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Jenis Dana Transfer
ke Daerah

Definisi dan Arah Kebijakan

dengan tingkat kerusakan sedang atau berat, baik beserta sanitasinya
atau tanpa sanitasinya

2. Pembangunan ruang kelas baru (RKB) dan ruang laboratorium IPA
beserta perabotnya, serta jamban siswa/guru beserta sanitasinya.

3. Pengadaan peralatan pendidikan, media pembelajaran, dan sarana PJOK
dan/atau seni budaya.

Reguler Sub Bidang SDLB/SMPLB/SMLB/SLB (Provinsi)

1. Rehabilitasi ruang kelas, ruang penunjang lainnya, ruang perpustakaan
dan/atau ruang guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat, baik
beserta perabotnya atau tanpa perabotnya dan jamban siswa/guru
dengan tingkat kerusakan sedang atau berat, baik beserta sanitasinya
atau tanpa sanitasinya.

2. Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya.
3. Pengadaan alat pembelajaran.
Reguler Sub Bidang SKB (Kab/Kota)

1. Rehabilitasi ruang kelas, ruang penunjang lainnya, dan/atau ruang guru
dengan tingkat kerusakan sedang atau berat, baik beserta perabotnya
atau tanpa perabotnya dan jamban siswa/guru dengan tingkat kerusakan
sedang atau berat, baik beserta sanitasinya atau tanpa sanitasinya.

2. Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya.

3. Pengadaan buku koleksi perpustakaan

Reguler Bidang Arah Kebijakan

Kesehatan dan KB Arah Kebijakan DAK Bidang Kesehatan dan KB Tahun 2018 adalah meningkatkan
akses dan mutu pelayanan kesehatan dan keluarga berencana serta kesehatan
reproduksi terutama untuk meningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat
melalui dukungan peningkatan pemerataan pelayanan kesehatan, ketersediaan
obat dan perbekalan kesehatan, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan
kesehatan dan KB untuk mendukung pencapaian prioritas nasional dalam Rencana
Kerja Pemerintah 2018.

R Lingkup M Kegi
Reguler Sub Bidang Pelayanan Dasar (Kab/Kota)

1. Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Puskesmas Non Afirmasi dan
Pendukungnya

2. Penyediaan Prasarana Puskesmas Non Afirmasi

3. Penyediaan Alat Kesehatan dan Peralatan serta Sistem Informasi
Kesehatan Pendukung Puskesmas

4. Penyediaan alat, mesin dan bahan untuk pengendalian penyakit,
kesehatan lingkungan, kesehatan masyarakat

Reguler Sub Bidang Pelayanan Rujukan (Kab/Kota)
1. Pembangunan dan Rehabilitasi RS Kab/Kota selain DAK Penugasan
2. Penyediaan Alat Kesehatan di RS Kab/Kota selain DAK Penugasan
3. Penyediaan Prasarana RS Kab/Kota selain DAK Penugasan

Reguler Sub Bidang Pelayanan Rujukan (Provinsi)
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Jenis Dana Transfer
ke Daerah

Definisi dan Arah Kebijakan

1. Pembangunan dan Rehabilitasi RS Provinsi selain DAK Penugasan
2. Penyediaan Alat Kesehatan di RS Provinsi selain DAK Penugasan
3. Penyediaan Prasarana RS Provinsi selain DAK Penugasan

Reguler Sub Bidang Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan
(Kab/Kota)

1. Penyediaan Obat dan BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) di Kab/Kota

2. Pembangunan baru/Rehabilitasi dan/atau penyediaan sarana pendukung
instalasi farmasi Kab/Kota

Reguler Sub Bidang Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan
(Provinsi)
1. Pembangunan baru/Rehabilitasi dan/atau penyediaan sarana pendukung
instalasi farmasi Provinsi

Reguler Sub Bidang Keluarga Berencana (Kab/Kota)

1. Pengadaan sarana prasarana Kklinik pelayanan KB, pembangunan/alih
fungsi gudang alat dan obat kontrasepsi, pengadaan sarana transportasi
pelayanan KB)

2. Sarana prasarana Penyuluhan KB {pengadaan MUPEN KB, sarana KIE KIT
dan Media Lini Lapangan, media/alat pengolah data, pembangunan/alih
fungsi/ pengembangan Balai Penyuluhan KB, Pengadaan Sarana Petugas
Lapangan KB)

Reguler Bidang Air Arah Kebijakan

Minum Arah Kebijakan DAK Bidang Air Minum Tahun 2018 adalah mewujudkan akses
universal air minum di tahun 2019 dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimum
{SPM) serta mendukung program prioritas nasional dan diperuntukkan bagi
kabupaten/kota yang masih memiliki gap untuk mencapai akses universal air
minum.

Ruang Lingkup Menu /Kegiatan
Adapun ruang lingkup kegiatan DAK Air Minum jenis Reguler adalah:

1. Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) melalui pemanfaatan
idle capacity SPAM terbangun dari sistem Ibu Kota Kecamatan
(IKK) /Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)/Komunal

2. Pembangunan baru bagi daerah yang belum memiliki layanan air minum
melalui pembangunan SPAM melalui pembangunan baru bagi daerah
yang belum memiliki layanan air minum dan peningkatan SPAM Bukan
Jaringan Perpipaan (BJP) tidak terlindungi menjadi SPAM BJP dan SPAM
Jaringan Perpipaan (JP) terlindungi

3. Peningkatan SPAM melalui penambahan kapasitas dan/atau volume dari
sarana dan prasarana SPAM terbangun

Reguler Bidang Sanitasi Arah Kebijakan

Arah Kebijakan DAK Bidang Sanitasi secara umum (mencakup DAK Bidang Sanitasi
jenis reguler, afirmasi, dan penugasan) Tahun 2018 adalah mewujudkan akses
universal sanitasi di tahun 2019 melalui peningkatan cakupan pelayanan sarana
pengelolaan air limbah, yaitu berupa: (i) Pengembangan dan pembangunan baru
Sistem Penyediaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat; dan (ii)
Pengembangan SPALD Setempat. Pembangunan sanitasi dilakukan dengan
berdasarkan pada lokasi prioritas dan rencana pengembangan sistem sanitasi
dalam Strategi Sanitasi Kota/Kabupaten (SSK).
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Ruang Lingkup Menu/Kegiatan
Adapun ruang lingkup kegiatan DAK Sanitasi jenis Reguler adalah:

1. Pembangunan baru SPALD Terpusat Skala Permukiman yang terdiri dari
Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD) Skala Permukiman,
jaringan pengumpul dan Sambungan Rumah (SR) dengan jumlah layanan
minimal 50 KK.

2. Pembangunan baru SPALD Terpusat skala permukiman yang terdiri dari
IPALD permukiman skala komunal, jaringan pengumpul dan SR dengan
jumlah layanan minimal 50 KK serta prasarana Mandi Cuci Kakus (MCK).

3. Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK).

Reguler Bidang rah Kebij
Perumahan dan

Arah Kebijakan DAK Bidang Perumahan dan Permukiman Tahun 2018 adalah
Permukiman

meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),
masyarakat miskin, serta masyarakat yang terkena dampak pembangunan
infrastruktur publik di kawasan permukiman kumuh dan pencegahan permukiman
kumuh perkotaan melalui fasilitasi stimulan pembangunan baru maupun
peningkatan kualitas rumah secara swadaya.

Ruang Lingkup Menu/Kegiatan

Adapun ruang lingkup kegiatan DAK Perumahan dan Permukiman jenis Reguler
adalah:

1. Pembangunan baru, apabila rumah yang mengalami rusak total atau
seluruh komponen bangunan baik struktural dan non struktural

2. Peningkatan kualitas, apabila rumah mengalami rusak ringan, rusak
sedang, dan rusak berat

3. Pembangunan baru untuk rumah yang terkena dampak pembangunan
infrastruktur publik dalam rangka penanganan permukiman kumuh
dan/atau pencegahan permukiman kumuh

4. Peningkatan kualitas untuk rumah yang terkena dampak pembangunan
infrastruktur publik dalam rangka penanganan permukiman kumuh
dan/atau pencegahan permukiman kumuh

Reguler Bidang Pasar Arah Kebijakan

Arah Kebijakan DAK Reguler Bidang Pasar Tahun 2018 akan diarahkan untuk (i)
penyediaan pelayanan dasar dengan target pemenuhan Standar Pelayanan Minimal
(SPM), (ii) pembangunan sarana perdagangan dan upaya perlindungan konsumen,
serta (iii) mendukung kebijakan berbasis kesempatan Program Presiden Ekonomi
Berkeadilan.

Ruang Lingkup Menu /Kegiatan
Reguler Pasar (Kab/Kota)

1. PasarRakyat

2. PasarRakyat Pasca Bencana

3. UPTD Metrologi Legal

Reguler Pasar (Provinsi)
1. PasarRakyat
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2. Pasar Rakyat Pasca Bencana
3. UPTD Metrologi Legal

Reguler Bidang Industri | Arah Kebijakan

Kecil dan Menengah Arah Kebijakan DAK Bidang Industri Kecil dan Menengah (IKM) Tahun 2018

(IKM) adalah: (i) mendukung percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan
industri melalui Pembangunan Sentra IKM baik untuk merelokasi IKM yang
tersebar maupun menempatkan IKM baru sehingga dapat dilakukan
pengembangan dan penumbuhan IKM secara efisien; (ii) meningkatkan sarana dan
prasarana pada sentra yang telah ada melalui Revitalisasi Sentra IKM yang
diharapkan akan meningkatkan daya saing IKM untuk memasuki pasar dalam
negeri maupun pasar global; dan (iii) pengembangan perwilayahan industri
diarahkan untuk lebih menyebarkan pembangunan industri diluar Pulau Jawa
dengan strategi utama antara lain membangun 22 Sentra Industri Kecil dan
Menengah yang terdiri dari 11 Kawasan Timur Indonesia khususnya Papua, Papua
Barat, Maluku, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, dan 11 di Kawasan
Barat Indonesia.

Ruang Lingkup Menu iatan
Reguler IKM (Kab/Kota)
1. Pembangunan Sentra IKM
2. Revitalisasi Sentra IKM
Reguler IKM (Provinsi)
1. Pembangunan Sentra IKM
2. Revitalisasi Sentra IKM

Reguler Bidang Arah Kebijakan

Pertanian Arah Kebijakan DAK Bidang Pertanian Tahun 2018 adalah untuk mendukung
program prioritas peningkatan produksi pangan dan pembangunan sarana dan
prasarana pertanian dalam rangka mendukung pencapaian target prioritas
nasional ketahanan pangan.

R LIneIn M Kegi
Reguler (Provinsi)

1. Pembangunan/Perbaikan UPTD/Balai Diklat Pertanian dan SMK
Pertanian Pembangunan dan Penyediaan Sarana Pendukungnya

2. Pembangunan/Perbaikan UPTD/Balai Mekanisasi Pertanian dan
Penyediaan Sarana Pendukungnya.

Reguler (Kab/Kota)

1. Pembangunan Sumber - sumber air (kegiatan wajib) meliputi Irigasi Air
Tanah (dangkal/dalam)/ embung/ dam parit/ pintu air/ long storage

2. Pembangunan/ Perbaikan Jalan Pertanian (Jalan Usaha Tani dan Jalan
Produksi);

3. Pembangunan/ Perbaikan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di
Kecamatan dan Penyediaan Sarana Pendukung Penyuluhan.

4. Pembangunan Balai/Rumah Potong Hewan (RPH), Puskeswan dan
Penyediaan Sarana Pendukungnya

Reguler Bidang Kelautan | Arah Kebijakan
dan Perikanan | Arah kebijakan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan TA 2018 adalah mendukung
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sasaran Prioritas Nasional khususnya Ketahanan Pangan dan Pembangunan
Wilayah, melalui: (i) peningkatan sarana dan prasarana produksi perikanan dan
garam, (ii) pengelolaan kawasan konservasidan pulau-pulau kecil, (iii) pengawasan
sumber daya kelautan dan perikanan, dan (iv) pemberdayaan nelayan,
pembudidaya ikan, serta petambak garam.

Ruang Lingkup Menu/Kegiatan
Reguler (Provinsi)

1. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fasilitas Pokok dan
Fungsional Pelabuhan Perikanan (UPTD Provinsi);

2. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan
(UPTD Provinsi);

3. Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana Kawasan Konservasi Perairan atau
Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan Prasarana di
Pulau-Pulau Kecil;

b

Pengadaan sarana dan prasarana tambak garam;

5. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan; dan

6. Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Perikanan.

Reguler (Kab/Kota)

1. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Tempat Pelelangan
Ikan- (TPI) milik Kabupaten/Kota {(UPTD Kab/Kota) yang berada di Luar
Pelabuhan Perikanan;

2. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan
(UPTD Kabupaten/Kota); dan

3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Skala Kecil
Masyarakat Kelautan dan Perikanan (Nelayan dan Pembudidaya Ikan).

Reguler Bidang Arah Kebijakan

Pariwisata Arah kebijakan DAK Bidang Pariwisata adalah membangun sarana dan prasarana

dalam upaya mendukung pembangunan fasilitas penunjang pariwisata di tiap
kawasan pariwisata nasional melalui penataan daya tarik wisata dan pembangunan
amenitas pariwisata.

Ruang Lingkup Menu/Kegiatan
Reguler (Provinsi/Kab/Kota)

1. Penataan Daya Tarik Wisata : Pembangunan pusat informasi/TIC dan
perlengkapannya, Pembuatan ruang ganti dan/atau toilet, Penataan
Taman Daya Tarik Wisata (Pembuatan pergola, pembuatan gazebo,
pemasangan lampu taman dan pembuatan pagar pembatas),
Pembangunan panggung kesenian/pertunjukkan,
Pembangunan/revitalisasi sarana pendukung daya tarik wisata (kios
cinderamata, plaza pusat jajanan/kuliner, tempat ibadah, menara
pandang (viewing deck) dan gapura identitas), Pembuatan jalur pejalan
kaki/jalan setapak/jalan dalam kawasan, boardwalk, pedestrian, dan
tempat parkir dan Pembuatan rambu-rambu petunjuk arah di dalam
kawasan daya tarik wisata.

2. Amenitas Pariwisata : Pembangunan dermaga wisata, Pembangunan titik
labuh/singgah kapal layar (yacht); Pembangunan dive center dan
perlengkapannya, Pembangunan surfing center dan perlengkapannya;
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Pembangunan talud dan Pengadaan Katamarang (Glass Bottom Boat).

Reguler Bidang Jalan Arah Kebijakan

Arah Kebijakan DAK Bidang Jalan Tahun 2018 adalah membantu daerah dalam
rangka meningkatkan kualitas pelayanan transportasi melalui peningkatan
kemantapan & keselamatan jalan Provinsi dan Kab/Kota yang menunjang
aksesibilitas ke fasilitas-fasilitas pelayanan dasar & pusat-pusat perekonomian
daerah.

Ruang Lingkup Menu/Kegiatan

Reguler (Kab/Kota)
1. Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi
2. Peningkatan (Struktur dan Kapasitas)

3. Pembangunan Jalan Baru beserta pemasangan fasilitas perlengkapan
jalan

Reguler (Provinsi)
1. Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi
2. Peningkatan (Struktur dan Kapasitas)
3. Pembangunan Jalan Baru beserta pemasangan fasilitas perlengkapan

jalan

B DAK Afirmasi 1. Membantu mempercepat pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar
padal81 Lokasi Prioritas yang termasuk kategori daerah perbatasan,
kepulauan, tertinggal, dan transmigrasi (Area/Spatial Based);

2. Bidang yang akan dibiayai oleh DAK Afirmasi pada tahun 2018 adalah: (i)
Kesehatan (Puskesmas); (ii) Perumahan dan Permukiman; (iii) Transportasi;
(iv) Pendidikan; (v) Air Minum; (vi) Sanitasi.

Afirmasi Bidang Arah Kebijakan

Pendidikan Memberikan bantuan kepada pemerintah daerah untuk pemenuhan sarana dan

prasarana penunjang pendidikan dalam rangka mendorong pemerataan pelayanan
pendidikan berkualitas antarwilayah.

Ruang Lingkup Kegiatan
Adapun ruang lingkup kegiatannya ialah:
Afirmasi Sub Bidang SD (Kab/Kota)

1. Pembangunan Rumah Dinas/Mess Guru
Afirmasi Sub Bidang SMP (Kab/Kota)

1. Pembangunan Rumah Dinas/Mess Guru
Afirmasi Sub Bidang SMA (Provinsi)

1. Pembangunan Rumah Dinas/Mess Guru

2. Pembangunan Asrama Siswa

Afirmasi Bidang Arah Kebijakan
e chattatt Arah Kebijakan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2018 adalah meningkatkan akses

dan mutu pelayanan kesehatan dan pelayanan keluarga berencana serta kesehatan
reproduksi terutama untuk meningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat
serta meningkatkan pemeratan pelayanan kesehatan dan mendukung pencapaian
prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah 2018
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Ruang Lingkup Kegiatan
Adapun ruang lingkup kegiatannya ialah:
Afirmasi Kesehatan (Kab/Kota)

1. Peningkatan/Pembangunan Sarana Prasarana dan Alkes Puskesmas
Daerah perbatasan

2. Peningkatan/Pembangunan Sarana Prasarana dan Alkes Puskesmas
Daerah Tertinggal /Kepulauan

3. Peningkatan Gedung Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan di Puskesmas
di Daerah Transmigrasi

Afirmasi Bidang Air Arah Kebijakan
e Arah Kebijakan DAK Bidang Air Minum Tahun 2018 adalah mewujudkan akses

universal air minum di tahun 2019 dan pemenuhan SPM serta mendukung
program prioritas nasional pada wilayah yang termasuk daerah tertinggal,
perbatasan, pulau-pulau kecil dan terluar.

Ruang Lingkup Kegiatan
Adapun ruang lingkup kegiatan DAK Air Minum jenis Afirmasi adalah:

1. Perluasan SPAM melalui pemanfaatan idle capacity SPAM terbangun dari
sistem IKK/PDAM/Komunal

2. Pembangunan baru bagi daerah yang belum memiliki layanan air minum
melalui pembangunan SPAM melalui pembangunan baru bagi daerah
yang belum memiliki layanan air minum dan peningkatan SPAM BJP tidak
terlindungi menjadi SPAM BJP dan SPAM JP terlindungi

3. Peningkatan SPAM melalui penambahan kapasitas dan/atau volume dari
sarana dan prasarana SPAM terbangun

Afirmasi Bidang Sanitasi =~ Arah Kebijakan

Arah Kebijakan DAK Bidang Sanitasi secara umum (mencakup DAK Bidang Sanitasi
jenis reguler, afirmasi, dan penugasan) Tahun 2018 adalah mewujudkan akses
universal sanitasi di tahun 2019 melalui peningkatan cakupan pelayanan sarana
pengelolaan air limbah, yaitu berupa: (i) Pengembangan dan pembangunan baru
SPALD Terpusat; dan (ii) Pengembangan SPALD Setempat. Pembangunan sanitasi
dilakukan dengan berdasarkan pada lokasi prioritas dan rencana pengembangan
sistem sanitasi dalam SSK.

Ruang Lingkup Kegiatan
Adapun ruang lingkup kegiatan DAK Sanitasi jenis Afirmasi adalah:

1. Pembangunan baru SPALD Terpusat skala permukiman yang terdiri dari
IPALD skala permukiman, jaringan pengumpul dan SR dengan jumlah
layanan minimal 25 KK serta prasarana MCK.

2. Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK).

3. Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan dari akses dasar
menjadi akses layak pada lokasi yang telah dinyatakan sebagai kawasan
ODF selama minimal 2 tahun, berdasarkan data website monitoring dan
evaluasi  Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) (stbm-
indonesia.org), satu titik lokasi atau satu Kelompok Swadaya Masyarakat
(KSM) minimal 50 unit.

Afirmasi Bidang Arah Kebijakan

Perumahan dan | Meningkatkan kualitas hidup MBR dan masyarakat miskin terhadap hunian layak

RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | II- 55

www.peraturan.go.id



1 2017, No.730

Jenis Dana Transfer
ke Daerah

Definisi dan Arah Kebijakan

Permukiman dan penyediaan rumah khusus pada wilayah yang termasuk daerah tertinggal,
perbatasan, pulau-pulau kecil dan terluar melalui: (i) Fasilitasi stimulan
pembangunan baru maupun peningkatan kualitas rumah secara swadaya ; dan (ii)
Pembangunan rumah khusus di wilayah Papua dan Papua Barat.

R LinpkinReEi
Adapun ruang lingkup kegiatan DAK Perumahan dan Permukiman jenis Afirmasi
adalah:

1. Pembangunan baru secara swadaya, apabila rumah yang mengalami
rusak total atau seluruh komponen bangunan baik struktural dan non
struktural, serta masyarakat yang belum memiliki rumah namun memiliki
kavling tanah matang

2. Peningkatan kualitas secara swadaya, apabila rumah mengalami rusak
ringan, rusak sedang, dan rusak berat

3. Pembangunan Rumah Khusus pada beberapa Kabupaten/Kota di provinsi
Papua dan Papua Barat

Afirmasi Bidang Arah Kebijakan
Transportasi Arah Kebijakan DAK Bidang Transportasi Tahun 2018 adalah: (i) Mendukung

pengurangan kesenjangan wilayah sesuai Agenda Nawacita ke 3 yaitu Membangun
Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam
kerangka negara kesatuan, melalui penyediaan sarana transportasi; dan (ii)
Mendukung peningkatan aksesibilitas masyarakat daerah tertinggal, kawasan
perbatasan negara, kawasan transmigrasi dan pulau-pulau terluar berpenduduk
terhadap fasilitas perekonomian, pelayanan dasar dan pemerintahan.

Ruang Lingkup Kegiatan
Adapun ruang lingkup kegiatannya ialah:
Afirmasi Transportasi (Kab/Kota)
1. Pembangunan dermaga dan tambatan perahu
2. Penyediaan moda transportasi darat dan perairan

3. Pembangunan dan peningkatan jalan non-status, atau jalan dan jembatan
non-status

C DAK Penugasan 1. Mendukung pencapaian Prioritas Nasional Tahun 2018 yang menjadi
kewenangan Daerah, lingkup kegiatan spesifik serta lokasi prioritas
tertentu;

2. Bidang yang dibiayai oleh DAK Penugasan adalah: (i) Pendidikan {SMK);
(ii) Kesehatan (RS Rujukan dan Pratama); (iii) Air Minum; (iv) Sanitasi;
(v) Jalan; (vi) Irigasi; dan (vii) Pasar; (viii) Energi Skala Kecil; dan (ix)
Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Penugasan Bidang Arah Kebijakan

Pendidikan Meningkatkan kualitas pembelajaran sekolah menengah kejuruan (SMK) melalui

pembangunan dan pengembangan sarana prasarana pendidikan, untuk mampu
menghasilkan lulusan SMK yang berkualitas dan berkeahlian dalam mendukung
pembangunan prioritas nasional terutama Pariwisata, Ketahanan Pangan,
Ketahanan Energi, Kemaritiman, dan Industri, dan pembangunan daerah tertinggal,
terdepan, dan terluar (3T).

Ruang Lingku iatan

Adapun ruang lingkup kegiatannya ialah:
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Penugasan Sub Bidang SMK Penugasan Sektor Unggulan (Provinsi)

1. Pembangunan ruang praktik siswa (RPS) beserta perabotnya (SMK
Penugasan Sektor Unggulan)

2. Peralatan praktik utama/peralatan praktik produksi (SMK Penugasan
Sektor Unggulan)

3. Pembangunan ruang laboratorium berikut perabotnya (SMK Penugasan
Sektor Unggulan)

Penugasan Sub Bidang SMK Penugasan 3T (Provinsi)

1. Pembangunan ruang praktik siswa (RPS) beserta perabotnya (SMK
Penugasan 3T)

2. Pembangunan ruang kelas baru (RKB) berikut perabotnya (SMK
Penugasan 3T)

3. Pembangunan ruang laboratorium berikut perabotnya (SMK Penugasan
3T)

4. Pembangunan rumah dinas/mess guru (SMK Penugasan 3T)
5. Peralatan praktik utama/peralatan praktik produksi (SMK Penugasan 3T)

Penugasan Bidang Arah Kebijakan

Kesehatan Arah Kebijakan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2018 adalah meningkatkan akses

dan mutu pelayanan kesehatan dan pelayanan keluarga berencana serta kesehatan
reproduksi terutama untuk meningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat
serta meningkatkan pemeratan pelayanan kesehatan dan mendukung pencapaian
prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah 2018

Ruang Lingkup Kegiatan
Adapun ruang lingkup kegiatannya ialah:
Penugasan (Provinsi)
1. Gedung, Prasarana dan Alkes RS Rujukan Nasional
2. Gedung, Prasarana dan Alkes RS Rujukan Provinsi
3. Gedung, Prasarana dan Alkes RS Rujukan Regional
4

Pengembangan Balai Pelatihan Kesehatan Daerah dan alat penunjang
Diklat

Penugasan (Kab/Kota)
1. Gedung, Prasarana dan Alkes RS Rujukan Provinsi
2. Gedung, Prasarana dan Alkes RS Rujukan Regional

3. Pengembangan Gedung, Prasarana dan Alkes RS Daerah Prioritas
Pariwisata

4. Gedung, Prasarana dan Alat Pelayanan UTD di Daerah

5. Pengembangan Balai Pelatihan Kesehatan Daerah dan alat penunjang
Diklat

6. Pembangunan RS Pratama
7. Rehabilitasi Laboratorium Schistosomiasis

8. Pengadaan Peralatan Pendukung Imunisasi

Penugasan Bidang Air Arah ijakal

Minum Arah Kebijakan DAK Bidang Air Minum Tahun 2018 adalah mewujudkan akses
universal air minum di tahun 2019 dan pemenuhan SPM serta mendukung

RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | II- 57

www.peraturan.go.id



73 2017, No.730

Jenis Dana Transfer
ke Daerah

Definisi dan Arah Kebijakan

program prioritas nasional. DAK Penugasan diperuntukkan bagi kabupaten/kota
yang memiliki, (i) kawasan ekonomi Khusus; (ii) kawasan strategis pariwisata
nasional; (iii) SPAM regional; (iv) kota binaan Kementerian PUPR; dan (v) kawasan
kumuh yang ditetapkan melalui SK Bupati/Walikota Penetapan Kawasan Kumuh
atau ditetapkan sebagai baseline pemetaan kawasan kumuh oleh Ditjen Cipta
Karya, Kementerian PUPR.

R Linslcup Kozt
Adapun ruang lingkup kegiatan DAK Air Minum jenis Penugasan adalah:

1. Perluasan SPAM melalui pemanfaatan idle capacity SPAM terbangun dari
sistem IKK/PDAM/Komunal

2. Pembangunan baru bagi daerah yang belum memiliki layanan air minum
melalui pembangunan SPAM melalui pembangunan baru bagi daerah
yang belum memiliki layanan air minum dan peningkatan SPAM BJP tidak
terlindungi menjadi SPAM BJP dan SPAM JP terlindungi

3. Peningkatan SPAM melalui penambahan kapasitas dan/atau volume dari
sarana dan prasarana SPAM terbangun

Penugasan Bidang Arah Kebijakan

Sanitasi Arah Kebijakan DAK Bidang Sanitasi secara umum (mencakup DAK Bidang Sanitasi

jenis reguler, afirmasi, dan penugasan) Tahun 2018 adalah mewujudkan akses
universal sanitasi di tahun 2019 melalui peningkatan cakupan pelayanan sarana
pengelolaan air limbah, yaitu berupa: (i) Pengembangan dan pembangunan baru
SPALD Terpusat; dan (ii) Pengembangan SPALD Setempat. Pembangunan sanitasi
dilakukan dengan berdasarkan pada lokasi prioritas dan rencana pengembangan
sistem sanitasi dalam SSK.

Ruang Lingkup Kegiatan
Adapun ruang lingkup kegiatan DAK Sanitasi jenis Afirmasi adalah:
1.  Pembangunan Sistem Pengelolaan Lumpur Tinja melalui:

- Pembangunan tangki septik skala individu di perkotaan dengan
kepadatan penduduk < 150 jiwa/Ha, satu titik lokasi/satu KSM
minimal 50 unit, khusus untuk kabupaten/kota yang sudah memiliki
Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan sedang menyusun/
sudah mempunyai sistem pengelolaan lumpur tinja (reguler/on-call
basis).

- Pengadaan truk tinja untuk kabupaten/kota yang sudah memiliki
IPLT dan sedang menyusun/ sudah mempunyai sistem pengelolaan
lumpur tinja (reguler/on-call basis).

2. Pembangunan MCK ++ dan jaringan perpipaan bagi lembaga pendidikan
agama minimal 300 siswa menetap.

3. Penambahan pipa pengumpul dan SR untuk kabupaten/kota yang telah
memiliki IPALD terpusat (skala kota dan permukiman) dengan jumlah
penambahan minimal 50 SR.

4.  Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan dari akses dasar
menjadi akses layak pada lokasi yang telah dinyatakan sebagai kawasan
ODF selama minimal 2 tahun, berdasarkan data website monitoring dan
evaluasi STBM (stbm-indonesia.org), satu titik lokasi atau satu KSM
minimal 50 unit.

5. Pembangunan baru SPALD Terpusat Skala Permukiman yang terdiri dari
IPALD Skala Permukiman, jaringan pengumpul dan SR dengan jumlah
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layanan minimal 50 KK di kawasan permukiman kumuh.

6. Pembangunan baru SPALD Terpusat skala permukiman yang terdiri dari
IPALD permukiman skala komunal, jaringan pengumpul dan SR dengan
jumlah layanan minimal 50 KK serta prasarana MCK di kawasan
permukiman kumuh.

7. Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK) di kawasan
permukiman kumuh.
Penugasan Bidang Pasar = Arah Kebijakan

Kebijakan DAK Penugasan Bidang Pasar pada tahun 2018 akan diarahkan untuk
melaksanakan pembangunan sarana perdagangan yaitu pembangunan/revitalisasi
pasar rakyat, optimalisasi SRG, dan Sarana Gerai Maritim guna memenuhi kuantitas
yang dibutuhkan dan meningkatkan daya saing serta menciptakan pasar yang
kompetitif, dalam rangka mendukung kelancaran distribusi pangan dan akses
pangan masyarakat.
Ruang Lingkup Kegiatan
Adapun ruang lingkup kegiatannya ialah:
Penugasan (Kab/Kota)

1. PasarRakyat

2. Optimalisasi Gudang SRG

3. Sarana Gerai Maritim
Penugasan (Provinsi)

1. PasarRakyat

2. Optimalisasi Gudang SRG

3. Sarana Gerai Maritim

Penugasan Bidang Jalan | Arah Kebijakan

Arah Kebijakan DAK Bidang Jalan Tahun 2018 adalah membantu daerah dalam
rangka meningkatkan kualitas pelayanan transportasi melalui peningkatan
kemantapan & keselamatan jalan Provinsi dan Kab/Kota yang menunjang
aksesibilitas ke fasilitas-fasilitas pelayanan dasar & pusat-pusat perekonomian
daerah.

Ruang Lingkup Kegiatan
Adapun ruang lingkup kegiatannya ialah:
Penugasan (Kab/Kota/Provinsi)

1. Peningkatan (struktur dan kapasitas)

2. Pembangunan jalan baru beserta pemasangan fasilitas perlengkapan jalan

Penugasan Bidang Irigasi = Arah Kebijakan

Arah kebijakan DAK Bidang Irigasi adalah : (i)_Diarahkan untuk mendukung target
RPJMN 2015-2019 yang menetapkan 3 juta hektar rehabilitasi jaringan irigasi dan
1 juta hektar pembangunan daerah irigasi baru untuk pemenuhan Kedaulatan
Pangan baik skala lokal maupun skala nasional sebagaimana tercantum dalam
Dimensi Sektor Unggulan yang merupakan salah satu dari 3 Dimensi Pembangunan
dan Agenda Prioritas ke-7 “Kemandirian Ekonomi” dan Nawacita. Mengingat
luasan Daerah Irigasi (D.I.) yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah lebih
besar dibandingkan D.I. kewenangan Pemerintah Pusat, maka pengelolaan DAK
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Irigasi yang baik akan sangat berkontribusi pada pencapaian target RPJMN 2015-
2019; dan (ii) Mempertahankan tingkat layanan, mengoptimalkan fungsi, dan
membangun  prasarana sistem irigasi yang menjadi kewenangan
Provinsi/Kabupaten/Kota khususnya daerah lumbung pangan nasional dalam
rangka mendukung program prioritas pemerintah bidang kedaulatan pangan.

Ruang Lingkup Kegiatan

Adapun ruang lingkup kegiatannya ialah:
Penugasan (Kab/Kota/Provinsi)

1. Pembangunan Jaringan Irigasi Baru

2. Peningkatan Jaringan Irigasi

3. Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Penugasan Bidang Arah Kebijakan
Energi Skala Kecil Arah Kebijakan dari DAK Bidang Energi Skala Kecil adalah : (i) meningkatkan

jangkauan pelayanan penyediaan energi listrik di daerah prioritas dengan
pemanfaatan energi terbarukan setempat sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan
energi alternatif selain BBM; (ii) meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan
sebagai upaya mewujudkan sasaran bauran energi nasional untuk mengurangi
ketergantungan terhadap energi fosil/konvensional; (iii) meningkatkan peran serta
pemerintah daerah dalam upaya pengembangan dan pemanfaatan energi
terbarukan; dan (iv) meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap energi
listrik sebagai upaya meningkatkan Rasio Elektrifikasi Nasional.

Ruang Lingkup Kegiatan
Adapun ruang lingkup kegiatannya ialah:
Penugasan Sub Bidang Energi Baru Terbarukan/EBT (Provinsi)
1. Pembangunan PLTMH Off Grid;
2. Pembangunan PLTS Terpusat Off Grid dan/atau PLTS Tersebar;
3. Pembangunan Instalasi Biogas rumah tangga;
4. Revitalisasi PLTMH dan PLTS Terpusat Off Grid
Penugasan Sub Bidang Listrik Perdesaan (Provinsi)
1. Pembangunan penyediaan instalasi tenaga listrik untuk masyarakat tidak
mampu

2. Penambahan jaringan tegangan rendah maksimal 2 kms dari jaringan
eksisting PT.PLN (Persero) apabila diperlukan

Penugasan Bidang Arah Kebijakan
Lingkungan Hidup dan

Sub Bidang Lingkungan Hidup: (i) Mendukung sasaran prioritas pembangunan
Kehutanan

nasional yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019 dan Nawacita, yang diutamakan
untuk mendukung prioritas nasional seperti: Kesehatan (Gerakan Masyarakat
Hidup Sehat) dan Perumahan dan Permukiman (Air Bersih dan Sanitasi); (ii)
Mendukung pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 66,5-
68,5 di tahun 2019 dan pelaksanaan agenda pembangunan lingkungan hidup
nasional yang diamanatkan dalam RPJMN 2015-2019 di daerah; dan (iii)
Melaksanakan upaya pengendalian pencemaran lingkungan dan upaya
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta pengendalian kerusakan
ekosistem perairan, yang disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik daerah
Kab/Kota masing-masing.

Sub Bidang Kehutanan: (i) Mendukung Prioritas Nasional yang tertuang dalam
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RPJM 2015 - 2019 serta RKP 2018 yaitu : Ketahanan Pangan; Pengembangan
Wilayah (Program Perdesaan dan Program Penanggulangan Bencana); dan
Penanggulangan Kemiskinan; (ii) Mendukung pemulihan kesehatan dan/
peningkatan daya dukung dan daya tampung Daerah Aliran Sungai (DAS) dalam
rangka mendukung Prioritas Nasional; (iii) Meningkatkan operasionalisasi KPH;
dan pengelolaan Tahura dan Hutan Kota dalam rangka mendukung Prioritas
Nasional Pengembangan Wilayah (Program Perdesaan); (iv) Meningkatkan
kesejahteraan masyarakat melalui skema hutan sosial antara lain melalui
pemberian sarana dan prasana produksi hasil hutan dalam rangka mendukung
Prioritas Nasional Pengembangan Wilayah (Program Perdesaan) dan Prioritas
Nasional Penanggulangan Kemiskinan.

Ruang Lingkup Kegiatan
Adapun ruang lingkup kegiatannya ialah:
Penugasan Sub Bidang Lingkungan Hidup (Kab/Kota)
1. Pengolahan sampah: bank sampah dan sarana pendukungnya, serta Pusat
Daur Ulang Sampah dan rumah pengkomposan

2. Instalasi Pengolahan Air Limbah: IPAL Usaha Skala Kecil (USK) Tahu, IPAL
USK Ternak, IPAL USK Batik

3. Penyediaan peralatan laboratorium
4. Alat Pengumpul dan Pengangkut Sampah
Penugasan Sub Bidang Lingkungan Hidup (Provinsi)

1. Penyediaan sistem pemantauan kualitas air secara kontinyu, otomatis,
dan online

Penugasan Sub Bidang Kehutanan (Provinsi)

1. Rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif dan sipil teknis: a.
Pembuatan tanaman; b. Pembuatan Gully Plug; c. Pembuatan Dam
Penahan

2. Pembangunan sarana dan prasarana operasionalisasi KPH, Tahura, dan
Hutan Kota

3. Pengembangan sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif melalui
kelompok tani hutan (KTH)

1.2.2 DAK Non Fisik 1. Merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk
membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan
daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana ini
merupakan perubahan nomenklatur dari dana transfer lainnya di tahun 2015
dan dana-dana hasil pengalihan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang
menjadi kewenangan daerah;

2. Untuk menjamin kualitas output maka pelaksanaan DAK Non Fisik merapkan
performance based & pemantauan penggunaan;

3. Jenis DAK Non Fisik adalah: (i) Bantuan Operasional Sekolah (BOS); (ii)
Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD);
(iii) Bantuan Operasional Kesehatan dan Keluarga Berencana (BOK dan BOKB);
{(iv) Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD; (v) Tambahan Penghasilan (Tamsil)
Guru PNSD; (vi) Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil, dan
Menengah (P2UKM); (vii) Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan; dan
(viii) Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus.

2 Dana Insentif Daerah Dana Insentif Daerah (DID) merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN
kepada daerah dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan
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(DID) kinerja di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan dasar publik, serta
kesejahteraan masyarakatdalam bentuk kategori tertentu. Adapun arah kebijakan
DID adalah sebagai berikut:

(i) Penguatan peran DID sebagai instrumen insentif dalam TKDD.

(ii) Penyederhanaan alokasi DID yang diarahkan untuk beberapa kategori
tertentu berdasarkan prestasi daerah yang dihubungkan dengan penilaian
atas inovasi, kreativitas, keunggulan spesifik dan output/outcome yang
dihasilkan.

(iii) Pengalokasian DID untuk kategori-kategori tertentu antara lain di bidang :
e tata kelola keuangan daerah;
e pelayanan dasar publik; dan
o kesejahteraan masyarakat.

(iv) Penggunaan DID untuk mendukung kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan
dan prioritas daerah, yang dapat berupa penyediaan layanan dasar publik,
pengentasan kemiskinan, pembangunan, termasuk rehabilitasi dan
pemerliharaan sarana dan prasarana di bidang pemerintahan, atau
peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan di daerah.

3 Dana Otonomi Khusus Dana Otonomi Khusus diberikan kepada Provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh.
{Dana Otsus) dan Dana Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua dan Papua Barat diprioritaskan untuk
Keistimewaan D.I. mendanai bidang kesehatan dan pendidikan, dan Dana Tambahan Otsus
Yogyakarta Infrastruktur Papua dan Papua Barat diprioritaskan untuk mendanai infrastruktur

transportasi. Sedangkan Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Aceh ditujukan
untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi
rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan
kesehatan. Arah kebijakan untuk Dana Otonomi Khusus adalah:

(i) Meningkatkan kualitas perencanaan Dana Otsus Papua, Papua Barat, dan
Aceh dalam pencapaian target pembangunan jangka pendek, jangka
menengah, dan jangka panjang;

(ii) Mendorong peningkatan pengelolaan dan optimalisasi pemanfaatan Dana
Otsus sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

(iii) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyaluran berdasarkan kinerja
pelaksanaan;dan

(iv) Mendorong pelaporan atas pelaksanaan kegiatan oleh Pemerintah Daerah
secara akuntabel dan transparan.

Sedangkan arah kebijakan untuk Dana Keistimewaan D.LY adalah:

(i) Meningkatkan kualitas perencanaan dan ketepatan penggunaan Dana
Keistimewaan DIY;

(ii) Meningkatkan pemantauan dan evaluasi dalam rangka mendukung
efektivitas penyelenggaraan keistimewaan DIY; dan

(iii) Mendorong percepatan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan oleh
pemerintah daerah.
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4 Dana Desa 1. Dana Desa adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan
untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

2. Dana Desa ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana
Transfer ke Daerah (on top) secara bertahap yang pengalokasiannya
memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan
tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
masyarakat desa dan pemerataan pembangunan desa.

3. Penggunaan Dana Desa ditujukan untuk mengatasi kemiskinan dan
kesenjangan antarwilayah, serta meningkatkan kualitas hidup dan
kesejahteraan masyarakat desa. Untuk mewujudkan hal tersebut, Arah
Kebijakan Dana Desa tahun 2018 adalah:

(i) Mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional yang
tertuang dalam RPJMN 2015-2019 dan Nawacita;

(ii) Meningkatkan anggaran Dana Desa hingga 10% (sepuluh perseratus)
dari dan di luar Dana Transfer ke Daerah untuk memenuhi amanat UU
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

(iii) Menyempurnakan formula pengalokasian Dana Desa secara afirmatif
dengan tetap memerhatikan aspek pemerataan & keadilan, untuk:

a. Mempercepat pengentasan kemiskinan;

b. Mengatasi kesenjangan penyediaan sarana & prasarana pelayanan
publik antar desa; dan

¢. Memberikan afirmasi pada desa tertinggal, serta daerah tertinggal,
perbatasan, dan kepulauan.

(iv] Meningkatkan penggunaan Dana Desa yang berkualitas dengan
berfokus pada kegiatan dengan daya ungkit tinggi dan berdampak
langsung terhadap:

a. Perbaikan pelayanan dasar publik yang lebih berkualitas di desa;
b. Peningkatan ekonomi produktif di desa;

c. Pengentasan kemiskinan di desa; dan

d. Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

e. Mendorong peran Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi
maupun Pemerintah Daerah kabupaten/Kota untuk meningkatkan
kapasitas pemerintah kecamatan dam pemerintah desa melalui
pelatihan dan pendampingan guna meningkatkan -efektivitas
pengelolaan dan penggunaan Dana Desa.
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BAB 3
TEMA DAN SASARAN PEMBANGUNAN

3.1 RPJMN dan Nawacita

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 - 2019
merupakan penjabaran dari Visi Misi Presiden Joko Widodo - Jusuf Kalla yang secara garis
besar memuat:

VISI PEMBANGUNAN NASIONAL 2015-2019:

“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong-royong”

Visi ini diwujudkan melalui 7 (tujuh) MISI PEMBANGUNAN yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah,
menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim,
dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan, dan demokratis
berlandaskan negara hukum

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai
negara maritim

4, Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan
berbasiskan kepentingan nasional

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan
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RKP Tahun 2015 yang disusun oleh Kabinet Indonesia Bersatu II dengan tema Melanjutkan Reformasi bagi
Percepatan Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan dan kemudian direvisi melalui Perpres Nomor 3 Tahun
2015 tentang Perubahan RKP 2015, dengan fokus pembangunan pada infrastruktur. RKP Tahun 2016 sebagai
penjabaran tahun kedua dari RPJMN 2015-2019 disusun dengan tema Mempercepat Pembangunan
Infrastruktur untuk Memperkuat Fondasi Pembangunan yang Berkualitas. Untuk menjaga kesinambungan
pembangunan RKP Tahun 2017 disusun dengan tema Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi
untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah.
Selanjutnya, RKP Tahun 2018 disusun dengan tema:

“Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan”

3.3 Strategi Pembangunan

Strategi pembangunan dirumuskan dalam: (1) Norma pokok pembangunan Kabinet Kerja;
(2) Prioritas pembangunan yang dibagi ke dalam 3 (tiga) dimensi pembangunan dan
kondisi perlu; dan (3) Penekanan (fokus) tahunan yang tercermin dalam tema

pembangunan.
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3 DIMENSI PEMBANGUNAN

DIMENSI DIMENS! DIENS!

PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN PEMERATAAN DAN

MANUSIA %M SEKTOR UNGGULAN KEWILAYAHAN

eRevolusi Menital  28gy; *Xedaulatan Pangan SR

— NSt #2  oKedauiatan Energi dan l’enr!a,:;atanmk M%

sPendidikan o Ketenagalistrikan 4. . » Antarwilayah - (1) 3

*Kesehatan M; e Kemaritiman dan % Desa; (2) Perbatasan;

*Perumanan Kelautan &5  (3) Tertinggal; (4)

*Pariwisata & industri Perkotaan
KONDISI PERLU

(Nawacito 4) (Nowacita 1) (Nawaocita 9) (Nowacita 2)

Kepast an dan Penegakan Keamanan dan Polit k dan Tata Kelola dan

Hukum Ketert ban Demokrasi Refarmasi 8irckrasi

QUICK WINS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA

RKP 2015~) RKP 2016 RKP 2017 RKP 2018 RKP 2019
Melanjutkan Mempercepat Memacu MEMACU INVESTASI Ditentukan
Reformasi bagi Pembangunan Pembangunan DANINFRASTRUKTUR ~ dalam proses
Percepatan Infrastruktur unituk Infrastruktur dzn UNTUK penyusunan
Pembangunan Memperkuat Ekonomi untuk PERTUMBUHANDAN  RKF 2019
Ekonomi yang Fondasi Meningkatkan PEMERATAAN
Berkeadilan Pembangunan yang Kesempatan Kerja

Berkualitas serta Mengurangi
Kemiskinan dan
Kesenjangan Antar-
wilayah

*) Disizapkan oleh KIB I, kemudian direvisi melalui Perpres Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubzhan RKP 2015

34 Pendekatan Penyusunan RKP Tahun 2018

Amanat konstitusi menegaskan bahwa anggaran negara dan daerah adalah instrumen
untuk mencapai tujuan nasional dan tujuan daerah. Untuk itu politik perencanaan dan
anggaran negara harus dikendalikan oleh tujuan atau manfaat yang akan dicapai (poligy-
driven), danbukan semata-mata dikendalikan oleh ketersediaan anggaran (budget-driven)
atau karena tugas fungsi organisasi (tusi). Teknis perencanaan dan anggaran
dimaksudkan untik  memastikan tujuan pembangunan dapat dicapai dengan
mengoptimalkan seluruh sumber daya (Pemerintah dan swasta); dan meningkatkan
efektivitas, efisiensi dan keadilan.

Dalam penyusunan RKP 2018 pendekatan perencanaan yang digunakan adalah:

e Tematik-Holistik: Untuk mencapai sasaran prioritas nasional dirancang koordinasi
berbagai kementerian atau lembaga yang terkait. Sebagai contoh untuk mencapai
Kedaulatan Pangan diperlukan koordinasi antara Kementerian Pertanian, Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat, Agraria dan Tata Ruang Lingkungan Hidup dan
Kehutanan, Perdagangan, serta Pemerintah Daerah.

e Integratif: Kegiatan pembangunan direncanakan secara terintegrasi. Sebagai contoh,
dalam hal pencapaian Kedaulatan Pangan tidak bisa hanya dengan peningkatan
produktivitas lahan yang tersedia tetapi juga dengan upaya menghentikan konversi
lahan produktif, reforma agraria, pencetakan sawah baru, pengembangan pertanian
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organik, pengendalian dan

program/kegiatan).

harga impor pangan (kombinasi berbagai

e Spasial: Kegiatan pembangunan yang direncanakan harus menunjukkan lokasi.
Sebagai contoh, dalam hal pembangunan sawah baru, lokas harus didukung dengan
irigasi dan terintegrasi dengan jalan, gudang, pasar yang ada maupun yang

direncanakan.

Dengan memperhatikan pada:

1. Perkuatan perencanaan dan penganggaran untuk RKP 2018.

Pengendalian perencanaan.

2
3. Perkuatan perencanaan berbasis kewilayahan.
4

Perkuatan integrasi sumber pendanaan

3.5 Sasaran Pembangunan

Sasaran Pembangunan tahun 2018 adalah sebagai berikut:

TABEL 3.1

SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2018

Indikator Ekonomi Skenario 2018
Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,6
(54-61)
Pengangguran (%) (Realisasi & Penyesuaian Target) 53-5,5
Angka Kemiskinan (%)(Realisasi & Penyesuaian Target) 9,0-10,0
Gini Ratio (indeks)(Realisasi & Penyesuaian Target) 0,38
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 71,387
Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMAS) 4,0
Inflasi (%): average (35+1)
Nilai Tukar (USD/IDR): average 13.700

(13.600 - 13.900)

ICP (USD/Barrel) 55
Lifting Minyak (ribu barrel/hari) 800
Lifting Gas (BOE/hari) 1.200

*) Target IPM Metode Baru

Selanjutnya, sasaran pembangunan dan arah kebijakan sektoral akan disajikan dalam
masing-masing prioritas pembangunan yang terkait.
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BAB 4
PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

4.1 Pendidikan

Pembangunan pendidikan berperan penting dalam menghasilkan sumber daya manusia
yang berkualitas, memiliki kompetensi keahlian dan berdaya saing, serta mempunyai
karakter dan budi pekerti unggul. Pembangunan pendidikan diselenggarakan untuk
menjamin tersedianya akses pendidikan yang merata dan meningkatnya kualitas,
relevansi serta daya saing. Pemenuhan akses layanan pendidikan yang berkualitas
diharapkan dapat meningkatkan cakupan penduduk untuk dapat menyelesaikan
pendidikan sampai pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, serta dapat menurunkan
kesenjangan tingkat pendidikan antarkelompok masyarakat, antarwilayah, dan antarjenis
kelamin. Peningkatan layanan pendidikan berkualitas diharapkan mampu menghasilkan
lulusan yang memiliki kompetensi, keahlian yang sesuai dan dapat mendorong
pembangunan nasional secara menyeluruh.

Belum optimalnya layanan pendidikan dalam menghasilkan lulusan yang dapat diserap
pasar kerja merupakan tantangan dalam pembangunan pendidikan. Peran pendidikan
dalam mendorong pembangunan ekonomi, serta penanggulangan kemiskinan perlu
menjadi perhatian. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pendidikan vokasi.
Dalam meningkatkan kebekerjaan, pendidikan vokasi diharapkan menjadi upaya
percepatan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan keahlian yang
lebih siap masuk pasar kerja, termasuk melakukan rintisan usaha secara
mandiri/wirausaha. Pendidikan dan pelatihan vokasi berkualitas juga diharapkan
menghasilkan lulusan dengan kemampuan adaptasi cepat terhadap perubahan kebutuhan
pasar kerja.

Sementara itu, peningkatan kualitas guru merupakan upaya mendesak yang perlu segera
mendapatkan penanganan untuk mendorong perbaikan kualitas pembelajaran. Penguatan
kompetensi pedagogis, kepribadian, sosial, dan profesional guru ditujukan untuk
mendudukan kembali peran guru sebagai fasilitator yang akan mendukung berjalannya
proses pembelajaran yang lebih efektif, aktif dan berkualitas. Upaya peningkatan kualitas
guru juga mencakup pengelolaan, penempatan, distribusi, dan redistribusi yang
didasarkan pada pemetaan kebutuhan komprehensif, dan sinkronisasi kebijakan pusat
dan daerah.

4.1.1 Arah Kebijakan dan Sasaran Umum
Sasaran Umum

TABEL 4.1
SASARAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

pAE
2015 2016 2017 2018 2019

(Baseline)

1. Rata-rata lama sekolah 8,2 8,3 8,5 8,6 8,7 8,8
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D 4
3 D 016 0 018 0
penduduk usia di atas 15 tahun tahun tahun tahun tahun Tahun tahun
2. Rata-rata angka melek aksara 94.1
penduduk usia di atas 15 tahun ’ 94,8 95,1 95,4 95,8 96,1
(2013)
3. Prodiperguruan tinggi 50,4
berakreditasi minimal B 55,9 58,8 61,8 64,8 68,4
(2013)
4. Persentase SD/MI
berakreditasi minimal B 68,7 739 76,5 79,0 8L6 84,2
5. Persentase SMP/MTs
berakreditasi minimal B 62,5 68,7 71,8 74,8 77,9 81,0
6. Persentase SMA/MA
berakreditasi minimal B 73,5 77,2 79,1 80,9 82,8 84,6
7. Persentase Kompetensi
Keahlian SMK berakreditasi 48,2 53,8 56,6 59,4 62,2 65,0
minimal B
8. Rasio APK SMP/MTs antara
20% penduduk termiskin dan 0.85 0,90 0,92 0,94 0,95 0,96
20% penduduk terkaya (2012)
9. Rasio APK SMA/SMK/MA
antara 20% penduduk 0,53
termiskin dan 20% penduduk (2012) 0,58 0,58 0,59 0,59 0,60
terkaya
10. Rasio APKPT antara 20%
iski 0, 0,07
penduduk termiskin dan 20% 0,08 0,16 0,18 0,22 0,24
penduduk terkaya (2012)
11. Persentase guru berkualifikasi
minimal S1/D-IV* n.a. n.a 75 80 85 90
12. Nilai Test PISA dan Ranking (2012)
(dari 65 Negara)"
- Jtemalka, (Banking &-dax 375 386 na. na | 42750 | na
65 Negara)
- Sains (Ranking 64 dari 65
Negara) 382 403 n.a. n.a 438; 50 n.a.
- Membaca (Ranking 60 dari 65
Negara) 396 397 n.a. n.a. 446; 45 na.
Keterangan:
“Programme for International Student A t (PISA) dilakukan 3 tahun sekali
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13. Meningkatnya guru yang memiliki kompetensi professional (subject knowledge
dan pedagogical knowledge);

14. Meningkatnya lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi yang memiliki sertifikasi
kompetensi;

15. Meningkatnya integritas lingkungan pendidikan-SD-PT- (tidak mencontek, bebas
dari jual beli ijazah, sertifikat palsu, plagiarisme);

16. Terlaksananya pendidikan menyenangkan dan bebas intimidasi dan kekerasan
(bullying free environment);

17. Tersedianya kurikulum dan proses pembelajaran yang progresif sesuai kebutuhan
zaman; dan

18. Tersedianya pendidikan agama dan etika yang menumbuhkan akhlak mulia
Arah Kebijakan

1. Meningkatkan kualitas pendidikan vokasi serta pendidikan dan pelatihan
keterampilan kerja, antara lain dengan:

a. pengembangan pendidikan vokasi yang mendukung pembangunan prioritas
nasional yaitu ketahanan pangan, ketahanan energi, pengembangan dunia
usaha dan pariwisata, kemaritiman, pengembangan wilayah terutama daerah
tertinggal dan kawasan perbatasan, dan percepatan pembangunan Papua dan
Papua Barat;

b. pengembangan model pendidikan vokasi yang didorong oleh kerjasama dengan
dunia usaha/industri;

c. pengembangan program studi/program keahlian/paket keahlian pendidikan
vokasi berbasis kepada proyeksi kebutuhan lulusan pendidikan vokasi;

d. penyelesaian penyusunan kurikulum paket keahlian pendidikan vokasi
berdasarkan SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia);

e. peningkatan penilaian kualitas satuan pendidikan dan kompetensi lulusan
pendidikan dan pelatihan vokasi;

f. peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
kewirausahaan dan kecakapan kerja;

g. peningkatan kualitas sarana dan prasarana pembelajaran dan praktek kerja
pendidikan vokasi; dan

h. pemenuhan ketersediaan, kualitas, kompetensi dan profesionalisme pendidik
vokasi.

2. Meningkatkan profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan penempatan guru yang
merata, antara lain dengan:

a. peningkatan kualitas calon guru melalui revitalisasi LPTK (Lembaga Pendidikan
Tenaga Kependidikan), dan penjaringan mahasiswa LPTK yang selektif;

b. peningkatan efektifitas pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru (PPG) untuk
menghasilkan guru-guru berkualitas;

c¢. peningkatan profesionalisme guru yang mencakup kualifikasi akademik
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(S1/D-1V), dan kompetensi pedagogis, kepribadian, sosial, dan profesional
melalui pengembangan keprofesian berkelanjutan yang efektif;

d. peningkatan pengelolaan, penempatan, dan pendistribusian guru berdasarkan
pemetaan komprehensif mengenai kebutuhan dan ketersediaan guru; dan

e. peningkatan kualitas sistem penilaian kinerja guru sebagai acuan untuk
pembinaan dan peningkatan kompetensi guru.

3. Mempercepat pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun dengan meningkatkan
pemerataan akses pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas, meningkatkan
kualitas pembelajaran, meningkatkan penanganan anak tidak sekolah, dan
memberikan peluang lebih besar kepada anak dari keluarga kurang mampu, anak
berkebutuhan khusus dan anak di daerah pascakonflik, daerah bencana, dan daerah
3T (tertinggal, terluar, terdepan);

4. Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan tinggi berkualitas, dan meningkatkan
relevansi dan daya saing pendidikan tinggi;

5. Meningkatkan kapasitas pendidikan tinggi sebagai pusat ilmu pengetahuan dan
teknologi, serta pusat pengembangan inovasi dalam mendorong pembangunan;

6. Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan anak usia dini dan pendidikan
masyarakat; dan

7. Meningkatkan kualitas pendidikan karakter dan budi pekerti, pendidikan kewargaan,
pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan.

4.1.2 Program Prioritas

Pembangunan pendidikan diselenggarakan pada semua jenjang, mulai dari pendidikan
anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, baik formal
maupun nonformal, serta pendidikan masyarakat, pendidikan karakter dan budi pekerti,
serta pendidikan kewargaan, pendidikan agama dan keagamaan. Untuk meningkatkan
akses, kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan, aspek utama yang dibangun antara
lain mencakup penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas,
peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan, pengembangan pembelajaran berkualitas,
penyediaan bantuan pendidikan yang efektif, pemenuhan sarpras pendidikan berkualitas,
penguatan kelembagaan pendidikan tinggi, dan peningkatan kapasitas iptek, inovasi, dan
daya saing pendidikan tinggi.

Pada tahun 2018, pembangunan pendidikan diprioritaskan pada Program Prioritas
Pendidikan Vokasi, dan Program Prioritas Peningkatan Kualitas Guru. Peningkatan
kualitas pendidikan vokasi untuk mendorong peningkatan kebekerjaan difokuskan pada
peningkatan kualitas pembelajaran yang dapat mendekatkan kompetensi, keahlian, dan
keterampilan lulusan dengan kebutuhan industri/swasta dan pengembangan prioritas
nasional. Sedangkan, peningkatan kualitas guru didorong melalui perbaikan sistem
rekruitmen guru, pendidikan, pelatihan/pembinaan kompetensi, penilaian guru, serta
penempatan guru secara merata.
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GAMBAR 4.1
PENAJAMAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PENDIDIKAN PADA TAHUN 2018

e ———————————————

Prioritas Nasional

Program

Kegiatan
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4.1.3 Kegiatan Prioritas
1. Kegiatan Prioritas pada Program Prioritas Pendidikan Vokasi

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan vokasi, terdapat 5 (lima) Kegiatan Prioritas yang
akan dilaksanakan pada tahun 2018, yaitu: (1) Penguatan Kemitraan dengan Dunia
Usaha/Industri; (2) Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pendidikan Vokasi; (3)
Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan dan Kecakapan Kerja; (4) Pemenuhan Sarana
dan Prasarana Pendidikan Vokasi yang Berkualitas, dan (5) Peningkatan Kualitas Pendidik
Vokasi.

GAMBAR 4.2
KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS PENDIDIKAN VOKASI
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Kegiatan Prioritas

Penguatan Kemitraan
dengan Dunia
Usaha/Dunia Industri

-89-

TABEL 4.2
SASARAN KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS
PENDIDIKAN VOKASI

132 SMK yang bekerjasama dengan DU /DI
272 SMK yang melaksanakan penyelarasan
program keahlian (dual system) 4 tahun
272 SMK yang melaksanakan teaching
factory

11 perguruan tinggi mengembangkan
teaching industry

3 kab/kota melakukan inisiasi perumusan
kesepakatan bersama antara pemerintah
daerah dengan industri/swasta dalam
pengembangan pendidikan vokasi

160 SMK pertanian yang dikembangkan
untuk mendukung ketahanan pangan

70 SMK kelautan yang dikembangkan untuk
mendukung kemaritiman

2017, No.730

34 Provinsi
34 Provinsi

34 Provinsi

7 Provinsi

3 Provinsi

34 Provinsi

34 Provinsi

Peningkatan Kualitas
Pembelajaran Pendidikan
Vokasi

4 kurikulum paket keahlian/bidang
keahlian/prodi vokasi yang dikembangkan
berbasis SKKNI

30.000 SMK diakreditasi

10.000 lembaga kursus dan pelatihan
diakreditasi

1.000 siswa SMK mendapatkan sertifikasi
keahlian

Pusat

34 Provinsi
34 Provinsi

34 Provinsi

Pendidikan dan Pelatihan
Kewirausahaan dan
Kecakapan Kerja

75.000 angkatan kerja muda mendapatkan
pendidikan kecakapan kerja

53.000 angkatan kerja muda mendapatkan
keterampilan kewirausahaan/berwirausaha
4.000 pemuda difasilitasi dalam
pengembangan kewirausahaan

34 Provinsi

34 Provinsi

34 Provinsi

Pemenuhan Sarpras

3.778 sekolah yang mendapatkan ruang

34 Provinsi

Pendidikan Vokasi yang laboratorium/praktik siswa
Berkualitas 45 sekolah mendapatkan alat produksi 34 Provinsi
utama
4.600 sekolah yang mendapatkan peralatan 34 Provinsi
pendidikan
1.500 ruang kelas baru dibangun 34 Provinsi
2.000 ruang belajar SMK yang direhabilitasi 34 Provinsi
2 kampus diklat pelayaran dibangun 2 Provinsi
Peningkatan Kualitas 15.500 guru mapel adaptif yang memiliki 34 Provinsi
Pendidik Vokasi keterampilan sebagai guru mapel produktif
1.421 guru mapel produktif yang 34 Provinsi

ditingkatkan kompetensinya

RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | IV - 7

www.peraturan.go.id



2017, No.730 90-

2. Kegiatan Prioritas pada Program Prioritas Peningkatan Kualitas Guru

Untuk menjamin penyediaan guru yang berkualitas dan penempatan yang merata,
terdapat 4 (empat) Kegiatan Prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2018, yaitu: (1)
Revitalisasi LPTK; (2) Peningkatan Profesionalisme Guru; (3) Pengelolaan dan Distribusi
Guru; dan (4) Peningkatan Kesejahteraan Guru.

GAMBAR 4.3
KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS PENINGKATAN KUALITAS GURU

Prioritas Nasional
@ Program
Kegiatan
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TABEL 4.3
SASARAN KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS
PENINGKATAN KUALITAS GURU

Kegiatan Prioritas

N Revitalisasi LPTK e 75 LPTK yang memenuhi ® 34 Provinsi
persyaratan

2 Peningkatan Profesionalisme e 318.756 guruyang e 34 Provinsi

Guru ditingkatkan
kompetensinya

e 28.475 guruyang e 34 Provinsi
disertifikasi

e 6.822 guruyang e 34 Provinsi
ditingkatkan kualifikasi
S1/DIV

e 6.372 guruyang e 34 Provinsi
berkinerja baik

e 7.558 guruyang e 34 Provinsi
mengikuti KKG/MGMP
{kelompok kerja
guru/musyawarah guru
mata pelajaran)

& Pengelolaan dan Distribusi Guru | e 34 kab/kota yang e 34 Provinsi
menyusun perencanaan
kebutuhan dan penataan
guru mata pelajaran
umum e 34 Provinsi

e 500 sarjana mengajar di
daerah 3T ® 34 Provinsi

® 400 Guru Garis Depan
yang ditempatkan di
daerah 3T

4. Peningkatan Kesejahteraan ® 638.269 guru yang e 34 Provinsi

Guru mendapatkan tunjangan
profesi guru {(TPG)

e 31.969 guruyang e 34 Provinsi
mendapatkan tunjangan
khusus

e 410.596 guru yang e 34 Provinsi
mendapatkan tunjangan
fungsional

e 14.360 guruyang e 34 Provinsi
mendapatkan insentif
penghargaan dan
perlindungan
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4.2 Kesehatan
4.2.1 Arah Kebijakan dan Sasaran Umum

Pembangunan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi
masyarakat, meningkatkan pemerataan akses pelayanan kesehatan, dan meningkatkan
perlindungan finansial. Dalam mencapai tujuan tersebut, tiga tantangan utama pada tahun
2018 adalah peningkatan kesehatan ibu dan anak, pencegahan dan pengendalian penyakit,
dan peningkatan perilaku hidup sehat.

Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan prevalensi stunting (pendek
dan sangat pendek) pada anak bawah dua tahun (baduta) mengalami penurunan, tetapi
masih tetap tinggi. Pembangunan kesehatan perlu mengantisipasi adanya transisi
epidemiologi yang ditandai dengan meningkatnya penyakit tidak menular dan penyakit
degeneratif. Penyakit menular termasuk penyakit yang terabaikan (Neglected Tropical
Diseases/NTD) masih muncul. Selain itu, upaya promotif dan preventif masih perlu
ditingkatkan

Program prioritas pembangunan kesehatan tahun 2018 adalah: 1) peningkatan kesehatan
ibu dan anak, 2) pencegahan dan pengendalian penyakit, dan 3) penguatan upaya
promotif dan preventif “Gerakan Masyarakat Hidup Sehat”.

Sasaran

TABEL 4.4
SASARAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Indikator 2014 2015 2016

Baseline

1. Meningkatnya Status Kesehatan Ibu, Anak, dan Gizi Masyarakat

a. Persalinan di fasilitas 70,4 75,0 77,0 81,0 82,0 85,0
kesehatan (%) (2013)

b. Kunjungan Antenatal (K4) 70,4 72,0 74,0 76,0 78,0 80,0
(%) (2013)

¢. Kunjungan Neonatal Pertama 71,3 75,0 78,0 81,0 85,0 90,0
(KN1) (%) (2013)

d. Prevalensi stunting (pendek 3219 31,3 30,5 29,6 28,8 28,0
dan sangat pendek) pada (2013)
anak bawah dua tahun

(Baduta) (%)

e. Angka Kelahiran Total (Total 2,6 2,37 2,36 2,33 2,31 2,28
Fertility Rate/TFR) per {SDKI
perempuan usia reproduksi 2012)
15-49 tahun

f. Angka Prevalensi Pemakaian 61,9 65,2 65,4 65,6 65,8 66,0
Konstrasepsi (Contraceptive {SDKI
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Sasaran
2014 AKhir

Indikator Buseiiie 2015 RPJMN

2019

Prevalence Rate/CPR) suatu
cara (all method) (%)

2012)

2. Menurunnya Penyakit Menular dan Tidak Menular

a. Prevalensi HIV (%) 0,46 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

b. Prevalensi Tuberkulosis per 297 280,0 271,0 262,0 254,0 245,0
100.000 penduduk (2013)

¢. Jumlah kabupaten/kota 212 225 245 265 285 300
dengan eliminasi malaria (2013)

d. Jumlah provinsi dengan 20 21 23 25 26 34
eliminasi kusta (2013)

e. Jumlah kabupaten/kota 0 9 12 15 24 35
dengan eliminasi filariasis

f. Jumlah kabupaten/kota - - - - 2 -
dengan intervensi eliminasi
schistosomiasis

g. Prevalensi merokok pada 7,2 6,9 6,4 5,9 56 5,4
usia < 18 tahun (%) (2013)

h. Prevalensitekanan darah 25,8 25,0 24,6 24,2 23,8 23,4
tinggi (%) (2013)

i. Prevalensiobesitas pada 15,4 15,4 15,4 154 15,4 15,4

penduduk usia 18+ tahun (%) (2013)

3. Meningkatnya Perlindungan Finansial

a. Penduduk yang menjadi 51,8 60 68 77 85 Min. 95
peserta BPJS-Kesehatan (%) (Okt,
2014)
b. Jumlah penduduk yang 86,4 88,2 92,4 92,4 96,0 107,2

menjadi peserta penerima
bantuan iuran (PBI) melalui
Jaminan Kesehatan Nasional
{JKN)/Kartu Indonesia Sehat
(KIS) (dalam juta)

4. Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan, Ketersediaan, Penyebaran, dan Mutu Obat
serta Sumber Daya Kesehatan

a. Jumlah kecamatan yang 0 350 700 1.400 2.800 5.600
memiliki minimal satu
puskesmas yang tersertifikasi
akreditasi

b. Jumlah kabupaten/kota yang 10 94 190 287 384 481
memiliki 1 RSUD yang
tersertifikasi akreditasi
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2014

Indikator Baseline

nasional (kabupaten/kota)

c. Persentase kabupaten/kota 71,2 75 80 85 90 95
yang mencapai 80%
imunisasi dasar lengkap pada

bayi (%)

d. Jumlah puskesmas yang 1.015 1.200 2.000 3.000 4.200 5.600
minimal memiliki 5 jenis
tenaga kesehatan (Unit)

e. Persentase RS 25 30 35 40 50 60
kabupaten/kota kelas C yang
memiliki 7 dokter spesialis

f. Persentase ketersediaan obat 75,5 77 80 83 86 90
dan vaksin di puskesmas

g. Persentase obat yang 92 92 92,5 93 93,5 94
memenuhi syarat

h. Persentase makanan yang 87,6 88,1 88,6 89,1 89,6 90,1
memenuhi syarat (2013)

5. Meningkatnya upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, serta meningkatnya upaya
promotif dan preventif “Gerakan Masyarakat Hidup Sehat”

Arah Kebijakan

1. Meningkatkan kesehatan ibu dan anak, melalui:

a. Akselerasi pemenuhan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak
termasuk pelayanan Keluarga Berencana (KB) untuk mendukung penurunan
kematian ibu di fasilitas pelayanan kesehatan;

b. Percepatan perbaikan gizi masyarakat khususnya penurunan stunting melalui
intervensi spesifik dan sensitif yang terintegrasi dengan didukung oleh bukti yang
kuat;

2. Memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian penyakit, melalui:

a. Peningkatan pengendalian penyakit menular (HIV/AIDS, TB, malaria, penyakit
tropis terabaikan/neglected tropical diseases);

b. Peningkatan pencegahan, deteksi dini, dan pengendalian faktor risiko penyakit
tidak menular (PTM);

c. Peningkatan cakupan dan pemerataan imunisasi dasar lengkap.

3. Mempercepat pelaksanaan upaya promotif dan preventif dengan “Gerakan

Masyarakat Hidup Sehat”, melalui:

a.

Penguatan intervensi lintas sektor dalam melakukan intervensi pada faktor
determinan sosial kesehatan, dengan fokus pada meningkatkan kualitas
lingkungan hidup sehat dan konsumsi pangan sehat;
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b. Peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat untuk
meningkatkan pemahaman dan berperilaku hidup sehat, dengan fokus pada
kampanye hidup sehat;

4. Meningkatkan perluasan kepesertaan dan pengelolaan sistem pembayaran Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN) terutama bagi peserta Penerima Bantuan luran (PBI),
Pekerja Penerima Upah (PPU), dan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU);

5. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas;

6. Meningkatkan ketersediaan, penyebaran, dan mutu sumber daya manusia kesehatan
terutama di daerah tertinggal d<ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>